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KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A.1. TUGAS POKOK
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor

02 Tahun 2021 tentang Susunan dan Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Kepcgawaiap
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir
Selatan mempuyai Tugas Pokok menyelenggarakan urusan
Pemerintahan Daerah di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia.

A.2. FUNGSI
Untuk melaksanakan tugas diatas, Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan

mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang kepegawaian dan
pengembangan sumber daya manusia.

2. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah.

3. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat,
pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil daerah
sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan

dalam peraturan perundang — undangan.
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan

pengembangan sumber daya manusia.
5. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

B. MASALAH YANG DIHADAPI
- Masih adanya kebutuhan sarana dan prasaran yang tidak memadai
- Perlunya pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan keuangan

- Masih tidak tertibnya arsip

C. KONDISI AWAL/ SAAT INI
1. Perlunya biaya rutin di secretariat dalam Tahun 2023

D. TUJUAN YANG INGIN DICAPAI
1. Terselenggaranya administrasi secretariat tahun 2023

E. SASARAN
Terwujudnya tertib administrasi secretariat tahun 2023

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

F. DANA

No. | Program [ Kegiatan /
Sub Kegiatan

Pagu

Keterangan

1 Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten /
Kota

5.203.119.727

Kegiatan Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Dengan 2 Sub Kegiatan

56.169.120

Dokumen perencanaan dan
evaluasi kinerja

Kegiatan Administrasi
Keuangan Perangkat

4.416.063.035

Dokumen keuangan, gaji,
tpp dan honorarium

Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah

Dengan 4 Sub Kegiatan

Daerah bulanan

Dengan 3 Sub Kegiatan

Administrasi Barang 4.912.000 | Penatausahaan asset

Milik Daerah Pada

Perangkat Daerah

Dengan 1 Sub Kegiatan

Administrasi Umum 356.351.323 | Pelaksanaan penunjang

Perangkat Daerah kantor, rapat , koordinasi,
konsultasi, makan

Dengan 8 Sub Kegiatan tamu,pembelian laptop,
printer dan kamera, dll

Penyediaan Jasa 259.456.124 | Pelaksanaan pembayaran

Penunjang Urusan listrik, air, tv kabel , honor

Pemerintahan Daerah non asn, dll

Dengan 2 Sub Kegiatan

Pemeliharaan Barang 110.168.125 | Pemeliharaan kendaraan,

bbm rutin, pajak
kendaraan, bangunan, dl|

Jumlah

5.203.119.727

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian yang akuntabel dan tertib.

H. KETERKAITAN DENGAN UNIT KERJA LAIN

Seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
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I. S8TRUKTUR ORGANIBABI

BTRUKTUR ORGANIBAI
BEKRETARIAT TAHUN ANGGARAN 20243

KEPALA BKPSDM
TAMSIR,S.H, M.M
PENANGGUNG JAWAB
_PROGRAM . KEGIATAN

KASUBAG PEREHCANALN, :
KIEUANGAN DAN PELAVORAN

DERISKA AFNI, ;
—hl - o “EM ‘
SEKRETARIS Py
_HENDRAWATI, 5.E
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

PPTK . FUNGSIONAL UMUM PADA |

R BKPSOM
LENDRAWATI, AM.d MASRI AFRIANTO,SAP ‘
ADHA PUPUTUSIA, AMd BENDAHARA PENGELUARA |

PENGELOLA KEGIATAN

SEKRETARIAT PELAKSANA TEKNIS |
KEGIATAN
STAF SEKRETARIAT

J. ORGANISASI KEGIATAN

Dengan mengacu kepada :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
schagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor @ 21 tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022
tanggal 30 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

5. Peraturan Bupati Pesisir Sclatan Nomor 131 Tahun 2022 tanggal 30
Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Sclatan Tahun Anggaran 2023.

6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah

Ditetapkan Susunan Organisasi pada Sekretariat Tahun Anggaran 2023

sebagai berikut :

1. Penanggung jawab Program / Pengguna Anggaran, K.cpala Badqn
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Pesisir Selatan.
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2. Pej . .
ejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu Sckretaris pada Badan

Kepegawaian dan Pe
ngem an *
Pesisir Selatan. gembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

3. Bendaharawan

Pengeluaran Staf Badan i
, Kepegawaian  dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

ﬁzgrzt‘;gat Pelaksana Teknis Kegiatan, staf Badan Kepegawaian dan
g angan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

K. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

g:tf;gt&ﬂ mempedomani Surat Keputusan Bupati Pesisir Sclatan dan
uran yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur
pengelola kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab Program, bertugas sebagai berikut :

a. Membentuk organisasi pengelola kegiatan, melakukan kegiatan
monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan program / kegiatan.

b. Memberikan arah dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan
sumber daya yang ada bagi pelaksanaan program /| kegiatan.

c. Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan
kegiatan yang terdapat pada DPA-OPD tahun anggaran berjalan.

d. Mempertanggung jawabkan dan menandatangani serta memeriksa
seluruh dokumen transaksi paling lambat 1 X 3 bulan.

e. Menandatangani surat pernyataan tanggungjawab  Pengguna
Anggaran.

f. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab Perangkat

Daerah.
Mengelola barang milik Daerah | kekayaan Daerah yang menjadi
tanggungjawab Perangkat Daerah.
Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah.
Mengawasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
Melaksanakan tugas-tugas Pengelola Anggaran / Pengguna Barang
lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Kepala Daerah melalui
Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

2. Penanggung Jawab kegiatan, bertugas sebagai berikut :

a. Membantu Penanggung jawab Kegiatan dalam melakukan tugas yang
dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan rentang kendali /
kompetensi dan pertimbangan lainnya.

b. Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan Kkeputusan
Kepala Daerah atas usul Kepala Perangkat Daerah.

3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bertugas sebagai berikut :

a. Menyiapkan Organisasi Pengelola Kegiatan.

b. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan.

¢. Mengusulkan kebutuhan biaya bulanan kegiatan kepada Pengguna
Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.

d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

e. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan
kegiatan.

f. Dan tugas-tugas lainnya sesuai yang diatur dalam Keputusan
Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang /[ Jasa Pemerintah.

4. Sekretariat Pelaksana Teknis Kegiatan, bertugas sebagai berikut :

t-_n. l—np‘ qq
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Membantu Pelaks_al?a Kegiatan  dalam  pelaksanaan  tugas
penatausahaan/administrasi sesuai dengan petunjuk  Pelaksana
Kegiatan.

5. Bendahara Pengeluaran, bertugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan penatausahaan pengeluaran terhadap Belanja
Langsung (BL), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Tambah

Uang (TU).

b. Mengajukan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS kepada PA/KPA
melalui PPK-OPD berdasarkan SPD.

c. Mencatat SPP yang diajukan ke dalam register dibuat tiga rangka;_:,
lembar 1 dan 2 untuk PPK-OPD dan lembar ke-3 untuk arsip
bendahara,

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Painan, Januari 2023
Disetujui oleh ; Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pengguna Anggaran Sekretariat Tahun Anggaran 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan

Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan

)

A I, S.E
NIP. 1972072900604 2 003
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A "= KEGIATAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK
PETUNJUK OPERASIONAL (PO)
Program Kepegawaian Daerah
Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab, Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2023
A. PETUNJUK UMUM
1. Dinas Instansi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab.
Pesisir Selatan
2. Program Kepegawaian Daerah
3. Nama Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
Kepegawaian ASN
4. Nama Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
4.  Sifat Kegiatan Lanjutan
5.  Bagian Belanja : Belanja Langsung
6.  Jumlah Biaya Kegiatan *  Rp. 214.829.388,-
sebelum Perubahan
7. Jumlah Biaya Kegiatan ' Rp.—
Perubahan
8.  Waktu Pelaksanaan *  Januari s/d Desember 2023
Kegiatan
9. Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan
. Nama ¢ AFRIANTO, S.E., M.M.
. Jabatan Kepala Bidang Pengadaan & Formasi ASN pada

10. Bendahara
11.. Nama
. Jabatan

Lokasi Kegiatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab.
Pesisir Selatan

! MASRI AFRIANTO, S.AP
Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM Kab. Pesisir Selatan
Kabupaten Pesisir Selatan

Tolak Ukur Indikator

12.  a. Masukan

~ Jumlah Dana sebelum : Rp. 214.829.388 -

perubahan

- Jumlah Dana setelah : Rp. ——

perubahan
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PETUNJUE OPERASIONAL (PO)
KEGIATAN EOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK

- Waktu Pelaksanaan :  Januari s.d Desember 2023
13. Keluaran : a. Jumlah pelamar yang mengikuti seleksi
kompetensi
b. Jumlah formasi CPNS dan PPPK yang diusulkan
ke Menpan
c. Jumlah pelamar umum yang lulus seleksi CPNS
dan PPPK
14 Hasil : a. Terusulkannya NI PPPK Jf Guru sebanyak 1.269

orang, dan diterbitkannya SK PNS untuk CPNS F
Tahun 2021 sebanyak 29 orang

b. Pelamar yang lulus seleksi kompetensi dan
diusulkan NIP.

¢. Tersusunnya formasi tahun 2023

15 Rincian biaya kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Tahun 2023 (terlampir).

B. PETUNJUK KHUSUS

1. Tujuan

N

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan
PPPK adalah agar terlaksananya pelaksanaan kegaiatan seleksi CPNS dan seleksi PPPK
di tahun 2023 serta tersusunnya formasi kebutuhan ASN (PNS dan PPPK) untuk jangka
waktu 5 tahun serta terealisasikannya pengangkatan Aparatur Sipil Negara untuk
memenuhi kebutuhan formasi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Pesisir Selatan

. Sasaran

Sasaran dalam kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK untuk

tahun anggaran 2023 adalah :

1. Tersusunnya Proyeksi Kebutuhan ASN tahun 2023;

2. Terselenggaranya seleksi Calon PPPK tahun 2023

3. Terselenggaranya pemberkasan Formasi Tahun 2023.

4. Terselenggaranya penetapan Nomor Induk PPPK Guru (NI PPPK) formasi tahun
2023;

5. Tersusunnya kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Pesisir Selatan untuk Formasi tahun 2023
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3. Struktur Organisasi
'STRUKTUR ORGANISASI

FASILI
TAHUN ANGGARAN 2023

FEPAABPON
TSR S MM

PENANGGUNGIAWAD
PROGRAM

KASUBBAG PERENCANAAN.
KEUANGAN DAN PELAPORAK
RANTIARIYANL, 55T, 51

KABID PENGADAAN, PEMBERHENTIAN
DAN INFORNASIASN =
IANTO, SE. MM FUNGSIONAL UMUM PADA

BKPSOM
MASRIAFRIANTO, 5.4

PEIABAT PELAKSANA TERNS KEGIATAN
Co

'BENDAHARA PENGELUARAN

T
JABATAN FUNGSIONAL

ANALIS SOMA AHLIMUDA
EW LISTYAWATL S Kom. M) Kom

T
:

Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Bupati Pesisic Selatan Nomor 35 tahun 2016 tentang Pembentukan
‘Susunan Orgarisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata kerja, dan Uraian Tugas Jabatan
Daya Manusia;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 Tanggal 30
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Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

h. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2023.

5. Tugas dan Tanggung Jawab
Dengan mempedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang belaku, maka secara rinci

tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab Program

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7
8)
9)

Memberikan arahan dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber
daya yang ada bagi pelaksana program dan kegiatan.
Melakukan kegiatan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan program

dan kegiatan
Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan kegiatan

yang terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran

yang bersangkutan
Mempertanggung jawabkan, menandatangani dan memeriksa seluruh Dokumen

paling lambat 1 x 3 bulan.
Menandatangani surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran

Menandatangani SPM.
Mengelola hutang piutang yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah

10) Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran / Pengguna Barang lainnya

berdasarkan kuasa yang dilimpahkan KDH melalui Sekretaris Daerah selaku

koordinator pengelola keuangan daerah.

b.  Penanggung Jawab Kegiatan
Penanggung jawab kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Bidang
Penyelenggaraan eGovernment), bertugas membantu Penanggung jawab program
melakukan koordinasi dan manajemen dibidang pelaksanaan kegiatan sesuai DPA

Perangkat Daerah, sehingga semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan

maksud dan tujuan yang ditetapkan, dengan tugas sbb:

1)

Membantu penanggung jawab program dalam melakukan tugas yang
dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan rentang kendali/kompetensi
dan pertimbangan lainnya
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2) Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

atas usul Kepala Perangkat Daerah.

fﬂc c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

| Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Kasubid/Kaur atau staf yang
memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna

Anggaran, dengan tugas sbb :

1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.

2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

3) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah pejabat yang diangkaﬂditetapkan

oleh Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat

Daerah, yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah,

dengan tugas sbb :

1) Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang/jasa yang disampaikan oleh
Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK.

2) Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan
tunjangan PNS, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.

3) Melakukan verifikasi SPP

4) Menyiapkan SPM

5) Melakukan verifikasi dan penerimaan

6) Melaksanakan akuntansi Perangkat Daerah

7) Menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah

e. Bendahara Pengeluaran

1) Menyiapkan SPP-UP/GU/TU dan LS

2) Menyerahkan uang kepada PPTK sesuai persetujuan Pengguna Anggaran dan

dicatat pada Buku Panjar.
3) Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

4) Menerima dan mencek SPJ dari PPTK untuk diteruskan kepada PPK-Perangkat
Daerah

5)

Mencatat SPJ yang diterima dari PPTK pada Buku Panjar dan Buku Kas Umum
6) .

Membuat Register Pengeluaran Harian dan Menandatanganinya serta
meneruskan kepada PPK-Perangkat Daerah.
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7) Membuat dan menandatangani Buky Simpanan Bank.
8) Membuat dan menandatangani Buku Panjar.
9) Membuat dan menandatangani Buku Pajak.

10)Membuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi Pengeluaran.
11)Menandatangani Register Penutupan Kas.

12)Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-Perangkat Daerah.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang
berlaku.

Diketahui oleh : Painan, 6 Januari 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Dibuat oleh
Pengempggggg‘éumber Daya Manusia Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
/:;lggb te),Pesisir Selatan Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian
VR NN dan Informasi ASN
& —\*
2 NEAA)
LI .“,“-‘-" _:';;”-’ <
T/ e
S \TAMSIKISH. M.M AFRIANTO, S.E., M.M

‘NIPY19670312 198803 1 003 NIP. 197802052006041016



RINCIAN BELANJA SUB K
EGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH j

. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 _l
¢ gusan :-3; ;";il:]ROEE[:*UNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
ynit Organisast - el in 1.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
subUnitOrganisasi  © 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan. 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran  : Aparatur Sipil Negara
Jumlah 2022 : Rp.0
Jumiah 2023 : Rp. 200.936.888
Jumlah 2024 . Rp. 550.000.000
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 65%
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 200.936.888
Keluaran —“ijlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 200 Dokumen
Hasil || 9% Pengurusan Kepegawaian yang tepat waktu 65%
Rincian Belanja Sub Kegiatan J
Rincian Perhitungan T
i umla
Kode Reluning Unwian Koefisien l Satuan l Harga l PPN
5 BELANJA DAERAH Rp. 214.829.388
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 214.829.388
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 214.829.388
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 32.859.388
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakail Habis Rp. 32.859.388
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 7.440.996
[#] Belanja Barang Pakai Habis Rp. 7.440.996

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Anak Hecter No.10-1TM Max
Spesifikasi: Isi : 1000 Pes 2 Kotak Kotak 56.277 0 Rp. 112.554
Binder Clip Kenko
Spesifikasi : sedang / 200 6 Kotak kotak 279721 0O Rp. 167.832
Kertas Folio HVS 70 gr . -
Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar 15Rim Rim 61.050| 0  Rp.915750
Kertas Kuarto HVS 70 gr 20 Ri E
Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar m Rim 57.165| 0| Rp.1.143.300
Map Snelhecter Folio (Plastik)
Spesifikasi : Ukr 24 x 32 cm 2 Pak PAK 207.570 0 Rp. 415.140
Pena pilot BPTP . .
Spesifikasi : - 2 Lusin lusin 46.620 0 Rp.93.240
Pensil Hitam
Spesifikasi : Steadler RBC 2 Lusin lusin 48.840 0 Rp. 97.680
Toner Laser Jet Type 35 A

Spesifikasi : - 3 Kotak Kotak 1.498.500 0 \ Rp. 4.495.500




Kode Rekening Uralan Rincian Perhitungan j
Koefisien l Satuan | Harga | PPN Jumlah
5.1.02.01.01.
1.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak ‘ Rp. 9.810.600
Map Kop Dinas e
Spesifikasi ; Snelhecer 1300 Lembar buah 4.662 0| Rp.6.060.600
Penggandaan
Spesifikasi : Photocopy 15000 Lembar | eksemplar 2500 O] Rp.3.750.000
5.1.02.01.01.003
6 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 207.792
Tissue
Spesiflkasi H Ke[ing Paseo 18 Kotak Kotak 11.544 0 Rp 207.792
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 15.400.000
l'l Belan}l Makan dan Minum Kegiatan
Porsi Standar
Spesifikasi : Nasi bungkus 500 Porsi Porsiforg 19.800 0 Rp. 9.900.000
Snack
Spesifikasi : kue-kue dan minum 500 Porsi Porsiforg 11.000] 0} Rp.5.500.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 52.500.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 52.500.000
5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp. 52.500.000
[#] Belanja Sewa Komputer CAT
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Rp. 52.500.000
[
Jasa dan Sewa sarana j i
Soesfiknst: SONRLAPADD, kegiatan | 350 unit unit 150000| 0| Rp.52500.000
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 129.470.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 129.470.000
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 129.470.000
[#] Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam Provinsi
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Rp. 60.250.000
H
Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang
Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok,
Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman,
Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten 300rang/Hari |OH 275.000 0 Rp. 8.250.000
Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota
Sawahlunto
Spesifikasi : Eselon Ill/ Golongan IV
Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang
Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok,
Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman,
Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten 60 Orang / Hari | OH 250000 ©f Rp.15.000.000
Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota
Sawahlunto
Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan 1l
Kota Padang, Kota Bukittinggl, Kota Padang
Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok,
Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman,
Kabupaten Padang Parlaman, Kabupaten 150rang/Hari | OH 300.000 0| Rp.4.500.000
p g
Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota
Sawahlunto
Spesifikasi : Pejabat Eselon II/b
Penginapan Eselon IV
Spesifikasi : Dalam Provinsi Sumatera 150rang / Hari | OH 6000001 ©Of Rp.9.000.000
Barat
Representasi i
Spesifikasi : Eselon II/DPRD 15 Orang / Hari | Hari 150.000 I 0| Rp.2.250.000
[-] Penginapan Ess. Il 1 org x 5 hr \
Penginapan Eselon 1l/b 50rang/Hari | OH 850.000| 0| Rp.4.250.000 \




Kode Rekening

Uraian

Spesifikasi : Dalam Provinsi Sumatera
Barat

Rincian Perhitungan

Koefisien Satuan

Harga ] PPN

Jumlah \

|

|

[ Penginapan Ess. 11l 4 org x 5 hr

Penginapan Eselon 11l
gpesiﬁkasl : Dalam Provinsi Sumatera 20 Orang / Hari | OH 700.000 0| Rp.14.000.000
arat
[-] Sewa mobil ‘
Sewa Kendaraan
Spesifikasi : Roda 4/box 10Hert il el T TRt l
[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Jakarta) 2.200.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum e ) 1
H
DKl Jakarta
Spesifikasi : Luar Daerah Luar Propinsi | 12 0ang/ Hari | OH s B s
Penginapan (Pejabat Ess li/b) 0
Spesifikasi : DKI Jakarta Gilsacky (Had: 1 GH Taomol G} R0
Penginapan (Pejabat Ess I1l/Gol 1V) 00
Spesifikasi : DKl Jakarta 4Orang/Hari |OH 800.000| 0| Rp.3.200.0
Representasi . : - 1.350.000
Spesifikasi : Eselon II/DPRD 9 Orang / Hari Hari 150.000 0 Rp
Tiket Pesawat 0
Spesifikasi : Padang — Jakarta §0rang / PP PP 2.500.000 0| Rp.12.500.00
[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Pekanbaru) 35.220.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum R -
H
BEM i i Rp. 4.290.000
Spesifikasi : Pertamax 30 Linea Eitee 1580 9 2 l
Penginapan (Pejabat Ess I1/b) 9.600.000
Spesifikasi : Riau 4 Orang / Hari OH 2.400.000 0 Rp. 9.600. ‘
Penginapan (Pejabat Ess 11I/Gol IV) . _7.800.000
Spesifikasi : Riau 6 Orang / Hari OH 1.300.000 0 Rp. 7.
Penginapan (Pejabat Ess IV/Gol Iif 60Orang/Hari | OH 700000 0| Rp.4.200.000
Spesifikasi : Riau
Representasi . :
Spesifikasi : Eselon II/DPRD 4 e e Tt OF- Se 45“'000\
Riau . R
Spesifikasi : Luar Daerah Luar Propinsi A/ han [ O41 s T S \
[#] Sewa Mobil
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum b i
9] \
Sewa Kendaraan OH 300.000{ ©| Rp.1.800
Spesifikasi : Roda 4/box GKal ) B, 1.500.000
Grand Total : | Rp. 214.829.388

Kabupaten Pesisir Se_lalan ;
Kepala Bada

en

\}

e
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PETUNJUK OPERASIONAL ( PO )
KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN
TAHUN ANGGARAN 2023

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

-TUGAS POKOK

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Susunan dan
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan mempuyai Tugas Pokok

menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dacrah di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia.

- FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas di atas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perumusan Kebijakan Teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

2. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah.

. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pembehentian pegawai
negeri sipil daerah sesuai dengan norma standar yang berlaku.

4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
5. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
B. MASALAH YANG DI HADAPI

- Banyaknya PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang akan memasuki Pensiun,
Pensiun Janda/Duda dan Pensiun Atas Permintaan Sendiri

C. KONDISI AWAL/SAAT INI

- Adanya PNS yang akan memasuki Usia Pensiun, Pensiun Janda/Duda dan Pensiun atas Permintaan
Pensiun sebanyak 345 orang .

D. TUJUAN YANG INGIN DI CAPAI
- Terlaksananya Pengelolaan Pensiun PNS, Pensiun Janda Duda dan Pensiun Atas Permintaan Sendiri
sebanyak 200 orang
E. SASARAN
- Semua PNS yang akan Pensiun dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir selatan.
F. DANA

- Dana tersedia : Rp. 71.750.281,- ( Tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus delapan
puluh satu rupiah ) RKA Terlampir:

G.HASIL YANG DI HARAPKAN

- Terbitnya SK Pensiuin bagi PNS yang akan memasuki Usia Pensiun, Pensiun Janda/Duda dan Pensiun
Atas Permintaan Sendiri sebanyak 345 orang.

H. KETERKAITAN DENGAN UNIT KERJA LAIN
- Seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

I. ORGANISASI KEGIATAN
Dengan mengacu kepada :



Ditetapkan Susunan Organisasi pada Kegiatan Peme
2023 sebagai berikut :
gguna Anggaran, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan

1

VR TN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan Dacrah sebagaimana telah beberapa kali

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dokumen I‘t.:luksalman Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Nomor 3.00.04.3.00.04.01.17.24
tentang Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Tahun Anggaran 2021.

PS/2023, tanggal 11 Januari 2023 tentang
Kuasa Pengguna Anggaran dan

Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/40 /K pts/BPT-
embantu pada masing-

Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran,
Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran P

masing Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Sclatan Tahun Anggaran 2023
gan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembat

Selatan Nomor : 800,05/ 09 /BKPSDM-2022, tanggal 19 Januari 2022, tentang Penunjukan Pegawai
Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022

taan Potensi Pejabat Struktural / PNS Tahun Anggaran

Penanggung jawab Program / Pen
Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

Penanggung Jawab Kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran : Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan
Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK), Kasubbid Pemberhentian ASN
Bendaharawan Pengeluaran, Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sekretariat Pelaksana Teknis Kegiatan, staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

K.TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Bupati Pesisir Selatan dan Peraturan yang berlaku, maka secara

Dengan mempedomani Surat Keputusan
rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut :

1

Penanggung Jawab Program

Bertugas sebagai berikut :

1.1 Membentuk organisasi pengelola kegiatan, melakukan kegiatan monitoring dan pengendalian
atas pelaksanaan program / kegiatan.

1.2 Memberikan arah dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada bagi
pelaksanaan program / kegiatan.

13 Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat pada
DPA-OPD tahun anggaran berjalan.

1.4 Mempertanggung jawabkan dan menandatangani serta memeriksa seluruh dokumen transaksi
paling lambat 1 X 3 bulan.
1.5 Menandatangani surat pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran.

1.6 Menandatangani SPM.
1.7 Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.
Mengelola barang milik Daerah / kekayaan Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daer:

1.8
1.9  Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah.

1,10 Mengawasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
1.11 Melaksanakan tugas-tugas Pengelola

an Anggaran / Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa
yang dilimpahkan Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola

Keuangan Daerah.



2. Penanggung Jawab Kegiatan
Bertugas sebagai berikut :

2.1 Merpbanlu Penanggung jawab Kegiatan dalam melakukan tugas yang dilimpahkan dengan
pertimbangan beban tugas dan rentang kendali / kompetensi dan pertimbangan lainnya.

22  Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala
Perangkat Daerah.

3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Bertugas sebagai berikut :

3.1  Menyiapkan Organisasi Pengelola Kegiatan.

3.2 Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan.

33  Mengusulkan kebutuhan biaya bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna
Anggaran.

3.4 Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

35 Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

3.6 Dan tugas-tugas lainnya sesuai yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

4 Sekretariat Pelaksana Teknis Kegiatan
Bertugas sebagai berikut :
4.1 Membantu Pelaksana Kegiatan dalam pelaksanaan tugas penatausahaan/admini
dengan petunjuk Pelaksana Kegiatan.

strasi sesuai

5 Bendahara Pengeluaran

Bertugas sebagai berikut :

51 Melaksanakan penatausahaan pengeluaran terhadap Belanja Langsung (BL),
(UP), Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU).

52 Mengajukan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS kepada PA/KPA melalui PPK-OPD
berdasarkan SPD

53  Mencatat SPP yang diajukan ke dalam register dibuat tiga rangkap, lembar 1 dan 2 untuk PPK-
OPD dan lembar ke-3 untuk arsip bendahara.

Uang Persediaan

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang

Painan, 6 Januari2023

Diketahui oleh: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
Kepala Badan Kepegawaian dan Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian
Pengem Jahpafi Sumber, Daya Manusia dan Informasi ASN
/ -ff\\}:%lﬁrh‘;gﬁh elatan

TAMSIR;SH.M.M. AFRIANTO, SE, M.M,
.rmv_'o/é»,u-'wssos 1003 NIP. 19780205 200604 1 016




Si
stem Informasi Pemerintahan Daerah - Getak RKA

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerint isi
merintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023

Urusan =
e : :gi ;J::UR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Ul 5-03-5-04-2-301.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
b . 5- -2.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
ok ¢ 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
i ao :'33-022‘01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawalan ASN
S + 5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
danaan  : Dana Transfer Umum-Dana Alokasl Umum
Lokasi Kegi isi
egiatan Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan  : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Aparatur Sipil Negara
Jumiah 2022 : Rp.0
Jumlah 2023 ¢ Rp.71.750.281
Jumlah 2024 : Rp. 20.000.000
Indiator 8 Tokk UKoy Kine ey
H Bk _._._-—————'—‘__'—____.__‘—"__—'__-—-::-__—
indikator Tolak Ukur Kinerja e

Capaian Program Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian i

Masukan Dana yang dibutuhkan e

Keluaran Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian || 314 Dokumen

Hasil | % Pengurusan Kepegawaianyang tepatwakty =

Rincian Belanja Sub Kegiatan i
} Rincian Perhitungan ki
Kode Rekeni Uralan um
o Koefisen | Satuan | Harga | poN
5 BELANJA DAERAH Rp. 71.750.281
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 71.750281
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 71.750.281
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 29.851.781
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls Rp. 29.851.781
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor Rp. 5.385.825
[#] alat tulis kantor
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokas! Umum Rp. 5.385.825
3]
Ana:p:ei:&??‘ls}?-:olgﬂsz 1 Kotak Kotak 56277| 0|  Rp.56277
i Cal lack IP
c”‘s’l‘aﬁfﬁm’f‘?“ Back Pl (FET0N 6 Kotak Buah 240240 0| Rp.1441440
Kertas Folio HVS 70 gr :
Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar 6Rim Rim 61050| 0| Rp.366300
Kertas Kuarto HVS 70 gr ” 2
Spesifikasi : 1 Rim g 500 Lembar 6 Rim Rim 57165 0|  Rp.342.990
Lem Kertas Kental Merk Glukol
Spesifikasi : Ukr. Kecil 3 Botol Botol 6438| 0|  Rp.1934
Map Gungyu / Fileholder
Spesifikai: - 3Buah buah 38628 0| Rp.115.884
Pena pilot BPTP 1 Lusin lusin 46620 © Rp. 46.620

hitps://pesisirselatankab.sipd.kemendagri.go.id/dserah/main 70 TONAfBAEAIBWC0G27]7TLRKeYIKIEy TukS@gUpkiPs2B9z531Y 7xeQYsMicNNIMSF3bK... 173



Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Uralan Rinclan Perhitungan
- Jumlah
Koeflslen Satuan | Harga |PPN
Spesifikasi ; -
Toner Laser Jet Type 35A
Spesifikasi : - 2 Kotak Kok  |14%8500[ 0| Rp.2997.000
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak | Rp.2.069.329
Penggandaan
Spesifikasl : Photocopy 4315 Lembar eksemplar 20| 0 ﬂ
ol
Surat SK Pakai Logo A22.576
: i 177822| 0| Rp.1
Spesifikasi : Kertas HVS Falio 70 gram g i ] o]
[¥] Soslalisast aplikasi penslun Rp. 368.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokas! Umum r__,_
Il I
Spanduk/Baliho 8 Meter meter | 46,000 | 0 Rp. 368.000
Spesifikasi : _____-———;;
. 36.6
5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor Lainnya o
Rp. 36.630

[#) alat tulls kantor
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasl Umum

8
i 36630
ey Bungkus 12210 o] R
Spesifikasi : Paseo Royal 3 Per Bung Bungkus
. 21.560.000
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 2
Rp. 21.560.000

[#] Soslalisasi aplikas pensiun
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasl Umum

Porsi Standar 700 Porsi
Spesifikasi : Nasi bungkus

Porsiforg 19.800 0| Rp.13.860.000

11000 0| Rp.7.700.000

na?pesiﬁkasl  kue-kue dan minum 70 o Poesi/olg
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 41.898.500
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negerl Rp. 41.898.500
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Blasa Rp. 22.803.500

-
sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokas! Umum Rp. 22.803.500

[

BBM . .
Spesificasi:P ; 310 Liter liter 14850 0| Rp.4.603500
Penginapan (Pejabat Ess I/b)
Spes'i)ﬁak S :J;.m 20rang/Hari  |OH 2400000 0| Rp.4.800.000
Penginapan (Pejabat Ess IV/Gol Ill) ;
Spesifikas! : Riau BOrang/Hari  |OH 700000 O Rp.5.600.000
Representasi e :
Spesifikasi : Eselon I/DPRD 30rang/Hari | Hari 150000 0|  Rp.450.000
Riau s
Spesifikasi: Luar Daecah Luar Propinsi | 1> Orang/Hart {OH 370000\ 0| Rp.5550.000
Sewa Kendaraan
Spesifikasi : Roda 4/box 6 Hari OH 300000 0| Rp.1.800.000
5.1.02.04.01,0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 19.095.000

[#] tim monitoring dan evaluasl pelaksanaan aplikasl pensiun

Sumber Dana : Dana Trarsfer Umum-Dana Alokasi Umum Rp. 19.095.000

hitps://pesisirselatankab.sipd. i
pd.kemendagri go.id/daerah/imain?0 TONABBAEAIDWC 0G27]7LRKeYIkIEy TukS@gUpkIPs2B9z531Y 7xeQYSMIcNN3MSF3bK...  2/3



1/2/23, 2:23 PM
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Kode Rekening Uralan e =
‘ Koefisien Satuan | Harga |PPN gt
::1 ::E.lﬁ:c;ng Sca}. BAB Tapan, Ranah 20 12
pan, Lunang dan Silaut gk
Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan I - o B T chml

Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah
Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut 1 Sungn e OH 150000| 0| Rp.1.800000
Spesifikasi : Pejabat Eselon Ii/b Hert

Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah
Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut fqor{*’"g x12 lou 125000| 0| Rp.3000000
Spesifikasi : Eselon lll/ Golongan IV .

Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah
Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut
Spesifikasi : Golongan Il

u . "“I litei liter |48-}0 0 Rp. 1.435.003
SpeSlﬁkaSI . FE| tamax \

10rangx 12 oy 100000 o] R 1.200.000!
Hari .

Koto Xi Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera,
Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah . 115.000 ol Rp.1.035000
Pesisir dan Linggo Sari Baganti. 10rang x 9 Hari | OH ’ -

Spesifikasi : Eselon lIl/ Golongan [\

Koto Xi Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera,
Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah g 100 ol Rp.1.800000
Pesisir dan Linggo Sari Baganti. 20rang x 9 Hari | OR i "

Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan [

Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera,

Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah : 765.000
Pesiir dan Linggo Sari Baganti 1 Orang x 9 Hari |OH 85.000 0 Rp. 765.
Spesifikasi : Golongan Il

Koto X| Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera,

mﬂﬁgﬁlﬁgﬁ?ﬁ;:ﬂt?wm Ranah |4 orang x 9 Hari |OH 125000] 0| Rp.1.125.000
Spesifikasi : Pejabat Eselon /b l

15 Orang / Hari | Hari '1’5.[30'2]l 0\ Rp. 1.125.003}

si
Spesifikasi : Eselon |I/DPRD
Sewa Kendaraan 10 Kali OH 300,000 o\ Re. 3.000.000J

Spesifikasi : Roda 4/box

Grand Total: | Rp. 71750281 |
e
ala Bada )egawaian Dan Pengembangan
g Daya Manusia

TR RS o 6
bl
mn———

il




PETUNJUK OPERASONAL (PO)
PENGELOLAAN SISTEM INFORMAST KEPEGAWATAN

Program
Kegiatan
Organisasi
Tahun Anggaran

PETUNJUK OPERASIONAL (PO)

2023

A. PETUNJUK UMUM

1.

NoarON

10.
1.

Dinas Instansi

Program
Nama Kegiatan
Sifat Kegiatan
Bagian Belanja
Jumlah Biaya Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Kegiatan
Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan

. Nama

. Jabatan

Bendahara
. Nama
. Jabatan

Lokasi Kegiatan
Tolak Ukur Indikator
a. Masukan
- Jumlah Dana
- Waktu Pelaksanaan :
b. Keluaran s

c. Hasil

Program Kepegawaian Daerah
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Kab. Pesisir Selatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab.
Pesisir Selatan

Program Kepegawalan Daerah .
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
Lanjutan

Belanja Langsung

45.616.833,-

Januari s/d Desember 2023

AFRIANTO, SE., MM

Kepala Bidang Pengangkatan, Pemberhentian dan
Informasi ASN pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Kab. Pesisir Selatan

MASRI AFRIANTO, SAP

Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Kab. Pesisir Selatan

Kabupaten Pesisir Selatan

45.616.833,-

Januari s.d Desember 2023
Melakukan validasi dan/atau pencocokan perbedaan
(rekonsiliasi) data kepegawaian
Jumlah data kepegawaian yang diperbaharui sebanyak
6.000 data

13. Rincian biaya kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran
(RKA) Tahun 2023 sebagai berikut:

NO NO REKENING

BELANJA JUMLAH

1 2

3 4

5.03.02.2.01.10.5.1.01.01.01.0001

Belanja Gaji Pokok PNS 6.600.000
#Honorarium Pengelola

Keuangan (Honorarium PPTK)

2 5.03.02.2.01.10.5.1.01.03.07.0001

Belanja Honorarium
Penanggungjawaban Pengelola
Keuangan (Honorarium KPA)

3 5.03.02.2.01.10.5.1.02.01.01.0024

Belanja Alat/Bahan Untuk
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
#Belanja Alat Tulis Kantor
(Operasional Kegiatan)

5.017.713




PETUNJUK OPERASIONAL (PO)
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASL KEPEGAWAIAN

4 5.03.02.2.01.10.5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat / Bahan untuk 1.250.000
kegiatan kantor-Bahan Cetak
#Penggandaan (Fotocopy)

5 5.03.02.2.01.10.5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan Untuk 57.720
" Kegiatan Kantor-Alat/Bahan

. untuk kegiatan kantor lainnya
6. 5.03.02.2.01.10.5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman 8.008.000
Rapat

5 5.03.02.2.01.10.5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa

24.683.400
#Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.000.000
dalam Provinsi (SPPD)

# BBM Mobil 3.623.400
#Rental Mobil (Rental Mobil) 1.200.000
#Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.400.000
Luar Provinsi (Penginapan)

#Rental Mobil (Rental Mobil) 1.800.000
#Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.600.000

Luar Provinsi (SPPD)

45.616.833

B. PETUNJUK KHUSUS

1. Tujuan
Menyajikan informasi data kepegawaian, sehingga dapat diperoleh gambaran/keadaan
umum kepegawaian khususnya Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan.

2. Sasaran
Sasaran dari kegiatan ini adalah para pengelola kepegawaian pada Organisasi Perangkat
Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan seluruh PNS Pemerintah Kabupaten
Pesisir Selatan.



//':__;(tur Organisasi

PETUNJUK OPERASIONAL (PO)
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWALAN

STRUKTUR ORGANISASI
KEGIATAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN

TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BKPSDM

TAMSIR, S.H., M.M.
PENANGGUNGJAWAB PROGRAM/ PLT. KASUBBAG PERENCANAAN,
PENGGUNA ANGGARAN KEUANGAN DAN PELAPORAN
PPK
KABID PENGADAAN,
PEMBERHENT )
= misgmu TR FUNGSIONAL UMUM PADA BKPSDM
AFRIANTO, SE., M.M
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN BENDAHARA PENGELUARAN
(PPTK)
l
SEKRETARIAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN
STAF BIDANG PENGADAAN, FORMAST
DAN INFORMASI ASN
D. Dasar Hukum - _

a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi
Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;

b. Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang
Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;

c. Intruksi Presiden 2003 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-
Government,

d. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;

f Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

g. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 180 tahun 2021 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata kerja, dan Uraian Tugas Jabatan
Struktural Badan Kepegav/aian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 5 tahun 2022 tanggal 30

Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023,
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;



. PETUNJUK OPERASIONAL (PO)
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWALAN

E. Tugas dan Tanggung Jawabh

Dengan mempedomani Keputusan

tugas masing-masing unsur pengelo
d.

]Bukpatj dan Peraturan yang belaku, maka secara rinci
a Keglatan ad i herikut:
Penanggung Jawab Program 9 alah sebagai berikut:

B gﬂembenkan arahan dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber
5 Maﬁa yang ada bagi pelaksana program dan kegiatan.

) keegiaaﬁgﬁan kegiatan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan program dan
Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan kegiatan yang
terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran yang
bersangkutan
4) Mernpertanggung jawabkan, menandatangani dan memeriksa seluruh Dokumen

paling lambat 1 x 3 bulan.

S) Menandatangani surzt Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran
6) Menandatangani SPM.

7) Mengelola hutang piutang yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah
8) Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
9) Mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah )

10) Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran / Pengguna Barang lainnya

berdasarkan kuasa yang dilimpahkan KDH melalui Sekretaris Daerah selaku
koordinator pengelole keuangan daerah.

3)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) _
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Kepala Bidang/Pejabat Administrator
yang memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh Pengguna
Anggaran, dengan tugas sbb :

1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.

2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

3) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah pejabat yang diangkat/ditetapkan oleh

Kepala Perangkat Daeran yang bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah,

yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah, dengan tugas

sbb :

1) Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang/jasa yang disampaikan oleh
Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK.

2) Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan

PNS, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.

Melakukan verifikasi SPP

Menyiapkan SPM

Melakukan verifikasi dan penerimaan

Melaksanakan akuntansi Perangkat Daerah

Menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah

-~ 0o b w
e e e

Bendahara Pengeluaran
1) Menyiapkan SPP-UP/GU/TU dan LS

2) Menyerahkan uang kepada PPTK sesuai persetujuan Pengguna Anggaran dan
dicatat pada Buku Panjar.

3) Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

4) rgener:‘ma dan mencek SPJ dari PPTK untuk diteruskan kepada PPK-Perangkat
aera

5) Mencatat SPJ yang diterima dari PPTK pada Buku Panjar dan Buku Kas Umum.



— PETUNJUK OPERASIONAL (PO)
-~ PENGELOLAAN SISTEM INFORMAS] KEPEGAWA 1 AN
6) Membuat Register Pengeluaran H

arian dan Menanda [
kepada PPK-Peranglat Daerah. i el ol
7) Membuat dan menandatangani Buku Simpanan Bank.
8) Membuat dan menandatangani Buku Panjar.
9) Membuat dan menandatan

gani Buku Pajak.
10) Membuat dan menandatan

gani Buku Rekapitulasi Pengeluaran.
11)Menandatangani Régister Penutupan Kas.

12)Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui o:]eh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-Perangkat Daerah.

- ' tuan yang
Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan y
berlaku.

rn
painan,  JANVATY 2023

i knis
Lot : Pejabat Pelaksana Teknis _
< ’"'ﬂ-ftais%qlsﬂ:?c,legr'an / Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen
7 RendgunaAnggarar Kepegawaian
,.{{'e;h‘E'Badan‘l'(,eﬁ?éaggﬂn Dan Tahun Anggaran 2022

318 Peﬂgemba\ng .
Ha TN A a3
‘l:;\.‘i\;-i = _z_:,;lrr, L AFRIANTO SE. M.M

\ r:: T’FAMSIR‘-S{H- M.M.

‘ 312 198803 1003 NIP.19780205 200604 1016
NP\ 1962372 19



PETUNJUK OPERASIONAL (PO)

Program
Kegiatan
Organisasi :
Tahun Anggaran ;2023

A. PETUNJUK UMUM
1. Dinas Instansi

Program
Nama Kegiatan
Sifat Kegiatan
Bagian Belanja
Jumlah Biaya Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Kegiatan
Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan

. Nama

. Jabatan

Noohrhwn

@

9. Bendahara
. Nama
. Jabatan

10. Lokasi Kegiatan
11. Tolak Ukur Indikator
a. Masukan
- Jumlah Dana

- Waktu Pelaksanaan

b. Keluaran

c. Hasil

Program Kepegawaian Daerah

Pengelolaan Data Kepegawaian
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Pesisir Selatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab.
Pesisir Selatan

Program Kepegawaian Daerah

Pengelolaan Data Kepegawaian

Lanjutan

Belanja Langsung

Rp.13.832.495,-

Januari s/d Desember 2023

Afrianto, S.E., M.M
Kepala Bidang Pengangkatan, Pemberhentian dan

Informasi ASN pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Kab. Pesisir Selatan

MASRI AFRIANTO, S.AP
Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Kab. Pesisir Selatan
Kabupaten Pesisir Selatan

Rp. 8.820.380,-

Januari s.d Desember 2023

Meningkatnya pelayanan pengelolaan kepegawaian
secara tepat waktu sesuai dengan stndar pelayanan

kepegawaian yang telah ditetapkan.
Jumlah Karis/Karsu yang diterbitkan sebanyak 150

orang

13. Rincian biaya kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran
(RKA) Tahun 2023 sebagai berikut:

NO NO REKENING BELANJA JUMLAH
1 2 3 4
1 503.02.2.01.10.5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan Untuk 2.820.380
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
#Belanja Alat Tulis Kantor
(Operasional Kegiatan)
2 5.03.02.2.01.10.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat / Bahan untuk 925.000
kegiatan kantor-Bahan Cetak
#Penggandaan (Fotocopy)
3 | 5.03.02.2.01.10.5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk 69.264
Kegiatan Kantor-Alat/Bahan
untuk Kegiatan Kantor Lainnya
4 |5.03.02.2.01.10.5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.890.000
#Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.220.000
Luar Provinsi (SPPD)
o, #Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.800.000
Luar Provinsi (Penginapan) 4
8.820.380




PETUNJUK OPERASIONAL (PO)
PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN

B. PETUNJUKKHUSUS i

1. Tujuan

engurusan dokumen administrasi kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupate

tﬂewujudkan tertib administrasi kepegawaian dalam mewujudkan pelayanan prima terkai%

| Pesisir Selatan. _ _ s

Sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh ASN Pe

2. Sasaran pe—
lu merintah Kabupaten Pesisir Selatan. \

3. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI
KEGIATAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPEGAWAIAN

KEPALA BKPSDM
TAMSIR, S.H.. M.M.

PENANGGUNGJAWAB PROGRAM/
KUASA PENGGUNA* ANGGARAN KEUANGAN DAN PELAPORAN

PLT. KASUBBAG PERENCANAAN,

PPK

PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
FUNGSIONAL UMUM PADA BKPSDM

AFRIANTO. S.E. M.M

KABID PENGADAAN,

ASN

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
BENDAHARA PENGELUARAN

KEGIATAN
(PPTK)

|

SSKRETARIAT PELAKSANA TEKNIS

KEGTATAN

STAF BIDANG PENGADAAN, FORMASI

DAN INFORMASI ASN

4. Dasar Hukum
a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi

b. Peraturan Kepala BKN

C.

Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang

Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;
Intruksi Presiden 2003 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-

Government;
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 180 tahun 2021 tentang Pembentukan
dan Uraian Tugas Jabatan

Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata kerja,

Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 5 tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

Anggaran 2023,

Manajemen Kepegawaian



PETUNJUK OPERASIONAL (PO)
PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN

i. Peraturan i isi
Bupati Pesisir Selatan Nomor : 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran

Anggaran Penda i
2023; patan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran

5. ;ugas dan Tanggung Jawab
engan mem i i
pedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang belaku, maka secara rinci

tugas masing-masin
g unsur pengelola kegi i ikut:
a. ;enﬁlnggunq Jawab Progra mg egiatan adalah sebagali berikut:
daemberlkan araha'n dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber
2) Me)I(akying ada bagi pelaksana program dan kegiatan.
kegiaa t:na” kegiatan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan program dan
3) :Vlemberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan kegiatan yang
erdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran yang
bersangkutan
4) Mempertanggung jawabkan, menandatangani dan memeriksa seluruh Dokumen
paling lambat 1 x 3 bulan.
5) Menandatangani surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran
6) Menandatangani SPM.
7) Mengelola hutang piutang yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah
Keuangan Perangkat Daerah

8) Menyusun dan menyampaikan Laporan
9) Mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah
/ Pengguna Barang lainnya

10) Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan KDH melalui Sekretaris Daerah selaku
koordinator pengelola keuangan daerah.

b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Kepala Bidang/Pejabat Administrator
yang memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh Pengguna

Anggaran, dengan tugas sbb :
1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
eluaran pelaksanaan kegiatan.

3) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban peng

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah pejabat yang diangkat/ditetapkan oleh
Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah,

da Perangkat Daerah, dengan tugas

yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pa

shb :

1) Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang/jasa yang disampaikan oleh
Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK.

2) Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan
PNS, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.

3) Melakukan verifikasi SPP

4) Menyiapkan SPM

5) Melakukan verifikasi dan penerimaan

Melaksanakan akuntansi Perangkat Daerah

Menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah

Bendahara Pengeluaran
1) Menyiapkan SPP-UP/GU/TU dan LS
tujuan Pengguna Anggaran dan

2) Menyerahkan uang kepada PPTK sesuai perse
dicatat pada Buku Panjar.
dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pengguna

3) Membayar tagihan sesuai
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
n kepada PPK-Perangkat

4) Menerima dan mencek SPJ dari PPTK untuk diteruska

Daerah
5) Mencatat SPJ yang diterima dari PPTK pada Buku Panjar dan Buku Kas Umum.
6) Membuat Register Pengeluaran Harian dan Menandatanganinya serta meneruskan
kepada PPK-Perangkat Daerah.
7) Membuat dan menandatangani Buku Simpanan Bank.

8) Membuat dan menandatangani Buku Panjar.



PRTUNJUK OPERAS TONAL (10)
PENGELOLAAN DATA KEPEGAWALAN

%) ﬂgmgﬂg: gan menandatangani Buku Pajak

i o merenatrga Sk e Prgarn
- nutupan Kas.

12)Menyiapkan SPJ atas pengﬁﬂuaran kas

Angga untuk disetujui  oleh Pengguna
ggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-Perangkat Daerah.

entuan yang

Demikian P i ¢ -
etunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ket

berlaku.
Painan, Januari 2023

—:Blisetujui oleh : Pejabat Pelaksana Teknis
‘,éa%gﬁe.ngggpaﬁnggaran; Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen
'y ala BadarLKe egawaian Dan Kepegawaian

% Tahun Anggaran 2023

w/ _ Bengeimkangan SOM

L P
"AMSIR.S.H., M.M AFRIANTO, S.E., M.M
NIP.19780205 200604 1 016

119670312 198803 1 003



PETUNJUK OPERASIONAL (10
PENGELOLAAN DATA KEPRGAUAL LY

9) Membuat dan menandatangani Buku Pajak.

10)Membuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi Pengeluaran.
11)Menandatangam Register Penutupan Kas.

12)Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-Perangkat Daerah.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang
berlaku.

Painan, Januari 2023

Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen

Disetujui oleh :
Pengguna Anggaran /
Kepala Badan Kepegawaian Dan
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PETUNJUK OPERASIONAL (PO)
SUB KEGIATAN PENGELOLAAN MUTASI PNS § aup,um )
TAHUN ANGGARAN 2023 S

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A.1l. TUGAS POKOK
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02

Tahun 2021 tentang Susunan dan Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir
Selatan mempuyai Tugas Pokok menyelenggarakan urusan
Pemerintahan Daerah di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia.

A.2. FUNGSI
Untuk melaksanakan tugas diatas, Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan

mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang kepegawaian dan

pengembangan sumber daya manusia.
2. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah.
3. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat,
pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil daerah sesuai
dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam

peraturan perundang - undangan.
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan

pengembangan sumber daya manusia.
5. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

B. MASALAH YANG DIHADAPI
1. Banyaknya tuntutan PNS yang melakukan usul atau permohonan pindah

tugas PNS baik dalam pemerintah Kab. Pesisir Selatan maupun
permohonan pindah antar instansi.

2. Terdapat usulan penetapan dan pengangkatan ke dalam jabatan
fungsional, pembebasan sementara dari jabatan fungsional dan
permohonan pengangkatan kembali kedalam jabatan fungsional.

3. Perlunya dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan atas
penetapan dan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional serta atas

dilakukannya mutasi di dalam jabatan struktural.

C. KONDISI AWAL/ SAAT INI
1. Terdapat permohonan pindah tugas PNS baik dalam Kabupaten Pesisir

Selatan, maupun permohonan pindah antar instansi.
2. Terdapatnya usulan penetapan dan pengangkatan pertama PNS kedalam
jabatan fungsional. Pembebasan sementara dan pengangkatan kembali

kedalam jabatan fungsional tertentu.
3. Perlunya dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan atas
penetapan dan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional serta atas

dilakukannya mutasi di dalam jabatan struktural

Rtk Cperasional ub Kegiatan Rempololaon Mutasi PHVS



D. TUJUAN YANG INGIN DICAPAI
1. Terselenggaranya tertib administra
mutasi PNS dalam Pemerint
Persetujuan Mutasi dan Surat Persetujuan Mutasi.
2. Terselenggaranya penerbitan surat keputusan
dalam jabatan fungsional, pembebasan se
kembali ke dalam jabatan fungsional.
3. Terselenggaranya kegiatan tertib a
pengambilan sumpah jabatan.
E. SASARAN
Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian pe
PNS dalam Kabupaten, seperti pener

mutasi
surat persetujuan mutasi, pe

persetujuan mutasi,

si penerbitan petikan surat keputusan
ah Kab. Pesisir Selatan, Surat Permintaan

pengangkatan PNS ke
mentara dan pengangkatan

dministrasi dalam pelantikan dan

nerbitan surat keputusan
bitan surat permintaan
nerbitan surat keputusan

bebasan sementara dan

pengangkatan PNS kedalam jabatan fungsional, pem
terkait pelantikan dan

pengangkatan kembali serta dokumen-dokumen
pengambilan sumpah jabatan.

F. DANA
Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiat

97.472.220,00 (Sembilan puluh tujuh juta empa

dua ratus du puluh dua ribu rupiah), dengan rinci

an Tahun 2023 sebesar Rp.
t ratus tujuh puluh dua ribu
an sebagai berikut:

Pagu Anggaran

No | Nomor Rekening Uraian Kegiatan (Rp)

5 1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 12.434.220
Kantor-Alat Tulis Kantor

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 3.420.000
Kantor- Bahan Cetak

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.860.000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, 600.000
Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

5.1,02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan 30.000.000
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 600.000

5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 750.000

5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 6.600.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.208.000

Grand Total : 97.472.22:”

L

G. HASIL YANG DIHARAPKAN
Terlaksananya tertib administrasi k
PNS dalam Kabupaten,

mutasi
persetujuan mutasi, surat persetujua.n mut
pengangkatan PNS kedalam jabatan fungsional,

pengangkatan kembali serta dokumen-dokume
pengambilan sumpah jabatan

H. KETERKAITAN DENGAN UNIT KERJA LAIN
Seluruh unit kerja di lingkungan Pem

E’?':z.&’a{' @_'ff'r?m.vmf Qbub G‘ngmm %’Eb&d’ﬂ Chluasi NS

epegawaian penerbitan
seperti penerbitan su
asi, penerbitan surat keputusan
pembebasan sementara dan
n terkait pelantikan dan

surat keputusan
rat permintaan

erintah Kabupaten Pesisir Selatan.



I. STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI

KEGIATAN PENGELOLAAN MUTASI ASN

TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BKPSDM
TAMSIR. S H. MM

PENANGGUNGJAWAB
PROGRAM!/

KASUBBAG PERENCANAAN,
KEUANGAN DAN PELAPORALI
DERISKA AFNI, SKM

PPK

KEPALA BIDANG MUTASI DAN
PROMOSI ASN
SYAFRINO, S AP M.I.Kom

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN/
PPTK

FUNGSIONAL UMUM PADA
BKPSDM
MASRI AFRIANTO SAP.

BENDAHARA PENGELUARAN

[

F ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA/ SUB
KOORDINASI MUTASI PNS
SEPTRIA NEVITA, S.E.M..Kom

PENGELOLA KEGIATAN

SEKRETARIAT PELAKSANATEKNIS
KEGIATAN

STAF BIDANG MUTASI DAN
PENGEMBANGAN KARIR PNS

J. ORGANISASI KEGIATAN

Dengan mengacu kepada :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
+ 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

9. Peraturan Pemerintah Nomor :

Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 tahun 2011 tentang

3.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rtk Sperasionad Coub Kegiatan Rengelotam Mulasi NS




4. Peraturan Daergh K, .
30 Desember 20.1’2;:5-[:){::::::::1 X *818Ir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tanggal
Kabupaten Pesisir Selaten '[[?l nggaran I‘nn(lnpulnn dan Belanja Daerah

5. Peraturan Bupati Pegjgir ,),“]"“” Anggaran 2023,

Desember 2029 tcntg;n‘y pl c'.nlnn Nomor 131 Tahun 2022 tanggal .‘}'(.}
Daerah Kabupaten chii" : sl‘nﬂlmrfl‘n Anggaran Pr:n’(Iupf:lnn dan Belanjn

6. Dokumen Pelalcaun 8181 Selatan lsﬂthun {\n;gg;urml 2023,

5.03.02.2 02.01 Lt aan Anggm‘*am Organisasi Perangkat 'I)u.crnh Nomor
Ve, entang Kegiatan Pengelolaan  Mutasi  ASN  Tahun

_ Anggaran 2023, '

ﬁltem?kan Su.sunnn Organisasi pada Kegiatan Pengelolaan Administrasi

1 u;:::i Pegawai Tflhun Anggaran 2021 sebagai berikut :

' anggung jawab Program / Pengguna Anggaran, Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Pesisir Selatan.

2. Penanggung Jawab Kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran : Kabid Mutasi
dan Promosi ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Pejabat Pelaksanan Tecknis Kegiatan (PPTK), Kasubbid Mutasi dan
Pengembangan Karir ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
Bendaharawan Pengeluaran, Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan. ’
Sekretariat Pelaksana Teknis Kegiatan, staf Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

K. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Dengan mempedomani Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dan Peraturan

yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola
kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab Program, bertugas sebagai berikut :
a. Membentuk organisasi pengelola kegiatan, melakukan kegiatan

monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan program / kegiatan.
Memberikan arah dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan
sumber daya yang ada bagi pelaksanaan program / kegiatan.
Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan
kegiatan yang terdapat pada DPA-OPD tahun anggaran berjalan.
Mempertanggung jawabkan dan menandatangani serta memeriksa

seluruh dokumen transaksi paling lambat 1 X 3 bulan.
e. Menandatangani surat pernyataan tanggungjawab Pengguna

Anggaran.
Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab Perangkat

Daerah.
Mengelola barang milik Daerah / kekayaan Daerah yang menjadi

tanggungjawab Perangkat Daerah.
Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah.

Mengawasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

Melaksanakan tugas-tugas Pengelola Anggaran / Pengguna Barang
lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Kepala Daerah melalui
Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

2. Penanggung Jawab kegiatan, bertugas sebagai berikut :

b.

g.

h.
L.
¥

Rtk Cperasional Ooub Kegiatan Rongelolaan Mitasi NP



a. Nk“nbanlu Pe

= nanggung ; i
dilimpahkan dengan pt:grtivgzlgeglimn Sl i o
- an ‘ as yan
an pertimbangan lainny(;bm gas dan rentang kendai
Daerah atgg

ditetapkan dengan k
3. Pejabat Pelaks gan keputusan Kepala

m;l;}[l\l ll(epala Perangkat Daerah

. i .

s, Maigiiolon b nis I.{eglatan (PPTK), bertugas sebagai berikut :

i Metoss ol rganisasi Pengelola Kegiatan |
1dalikan Pelaksanaan Kegiatan, |

¢. Mengusulka .

Anggaran / Ilzul,:lggl;:t:han biaya bulanan kegiatan kepada Pengguna

Melaporkan perike bngguna .

Menyiapkan dokﬁm angan pelaksanaan kegiatan,

Ksgistan. men anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan

Ean tUg'as—tugas lainnya sesuai yang diatur dalam Keputusan Presiden

omor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang / Jasa Pemerintah.

4. Sekretariat Pelaksana Teknis Kegiatan, bertugas sebagai berikut :
Membantu  Pelaksana  Kegiatan  dalam  pelaksanaan — tugas
penatausahaan/ administrasi sesuai dengan petunjuk Pelaksana Kegiatan.

5. Bendahara Pengeluaran, bertugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan penatausahaan pengeluaran  terhadap Belanja
Langsung (BL), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Tambah
Uang (TU).

b. Mengajukan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS kepada PA/KPA melalui
PPK-OPD berdasarkan SPD.

c. Mencatat SPP yang diajukan ke dalam register dibuat tiga rangkap,
lembar 1 dan 2 untuk PPK-OPD dan lembar ke-3 untuk arsip

bendahara.
Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2023
Disetujui oleh ; Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pengguna Anggaran Pengelolaan Mutasi ASN
Kepala Badan Kepegawaian dan Tahun Anggaran 2023
Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan
A

NIP. 198404302005911002

Retick Cperasional Odub Kegiatan Rengelolan Hitasi BNVS



PETUNJUK OPERASIONAL ( PO )
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN
TAHUN ANGGARAN 2023

1. Urusan :  Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2. Unit Organisasi :  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia

3. Sub Unit Organisasi: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia

4. Program ! Program Kepegawaian Daerah

5. Kegiatan ¢ Mutasi dan Promosi ASN

6. Sub Kegiatan i Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

7. Tahun Anggaran ;2023

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

v" TUGAS POKOK
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 180
Tahun 2021 tentang Susunan dan Pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan mempuyai Tugas Pokok
menyelenggrakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia.

¥ FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas di atas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai fungsi sebagai

berikut :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan
sumber daya manusia.

2. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah.

3. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat,
pemindahan dan pembehentian pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan
norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang
- undangan.

4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan
pengembangan sumber daya manusia.

5. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

B. MASALAH YANG DI HADAPI
v Adanya PNS yang naik pangkat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan.
v' Adanya Pelaksanaan Ujian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pesisir Selatan.

C. KONDISI AWAL/SAAT INI
v' Terdapat 1.400 PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang
akan naik pangkat
v" Terdapat 200 PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang
akan mengikuti Ujian Dinas dan Penyesuaian ljazah



D. TUJUAN YANG INGIN DI CAPAI
¥ Tecapainya pengelolaan admistrasi kenaikan pangkat PHNS dj lingltungan

Kzabupaten Pesisir Selatan
s1z21an [:.aZ-’_:h di :-:,r,'?}’(l_“-‘r_.;izr‘

v Tecapainya Pelaksanasn Ujian Dinas dan Penve

Kabupaten Pesisir Selatan

E. SASARAN
v Tg'mijQH}'a pengelolaan admistrasi kenaikan pangkat PNS dan Pelaksanzan
Ujian Dinas dan Penyesuaian ljazah di lingkungan Kabupaten Pesisir

Selatan.
F. DANA
( Seratus empat puluh tiga juta enam ratus

¥ Dana tersedia : Rp.143.656.915,-
lima puluh enam ribu sembilan ratus lima belas rupiah ) RKA terlampir

G. HASIL YANG DI HARAPKAN
¥ Terkelolanya admistrasi kenaikan pangkat PNS di lingkungan pemerintah

Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 1.400 orang
¥ Terkelolanya Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian iljazah di lingkungan

pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 200 orang

H. KETERKAITAN DENGAN UNIT KERJA LAIN
¥ Seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

I. ORGANISASI KEGIATAN
Dengan mengacu kepada :
a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintzahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.

¢. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 1 Tahun 2021 tentang

d.
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun Anggaran 2021.
e. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 Tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.
f. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Nomor :
5.03.02.2.02.02. tentang Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Tahun
Anggaran 2023

g. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/34/Kpts/.BP.'T-_PS]20’233
tanggal 02 Januari 2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi
Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengelual:an,
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-
masing Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

Anggaran 2023. 2
h. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber a!fal
Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/002 /B‘KP:SI?M-QU_%,;E{%E ,
02 Januari 2023, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil MenjadiPejaba



Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

Anggaran 2023.
J. Ditetapkan Susunan Organisasi pada Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat

ASN Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :
1 Penanggung jawab Program /[ Pengguna Anggaran,
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir
: Kabid

Kepala Badan

Selatan,
2 Penanggung Jawab Kegiatan/ Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK)
Mutasi dan Promosi ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK), Kabid Mutasi dan Promosi pada

3
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Pesisir Selatan.

Bendaharawan Pengeluaran, Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

5 Sekretariat Pelaksana Teknis Kegiatan, Sub Koordinator Kepangkatan Bidang
Mutasi dan Promosi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

K. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Dengan mempedomani Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dan Peraturan

yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan
adalah sebagai berikut :

1 Penanggung Jawab Program

Bertugas sebagai berikut :
1.1 Membentuk organisasi pengelola kegiatan,
monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan program / kegiatan.

1.2 Memberikan arah dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan
sumber daya yang ada bagi pelaksanaan program / kegiatan.

1.3 Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan
kegiatan yang terdapat pada DPA-OPD tahun anggaran berjalan.

Mempertanggung jawabkan dan menandatangani serta memeriksa

seluruh dokumen transaksi paling lambat 1 X 3 bulan.
Menandatangani surat pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran.

melakukan kegiatan

1.4

1.5

1.6 Menandatangani SPM.
1.7 Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab Perangkat

Daerah.

1.8 Mengelola barang milik Daerah / kekayaan Daerah yang menjadi
tanggungjawab Perangkat Daerah.

1.9 Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah.

1.10 Mengawasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
1.11 Melaksanakan tugas-tugas Pengelola Anggaran / Pengguna Barang

lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Kepala Daerah melalui
Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.



ketentuan yang berlaku.

2 Penanggung Jawab Kegiatan
Inlam melakukan tugas yang

Bertugas sebagai berikut :
2.1 Membantu Penanggung jawab Kegiatan «
san beban fugas dan rentang kendali /

dilimpahkan dengan pertimbang

kompetensi dan pertimbangan lainnya.

2.2 Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan den
Daerah atas usul Kepala Perangkat Daerah.

.

gan keputusan Kepala

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Bertugas sebagai berikut :

3.1 Menyiapkan Organisasi Pengelola Kegiatan.

3.2 Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan.

3.3 Mengusulkan kebutuhan biaya bulanan kegiatan kepada
Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.

Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Pengguna

beban pengeluaran pelaksanaan

3.4

3.5 Menyiapkan dokumen anggaran atas
kegiatan.

3.6 Dan tugas-tugas lainnya sesuai yang diatur dalam Keputusan Presiden
Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang / Jasa Pemerintah.

Sekretariat Pelaksana Teknis Kegiatan

Bertugas sebagai berikut :
4.1 Membantu Pelaksana  Kegiatan  dalam pelaksanaan  tugas
sesuai dengan petunjuk Pelaksana

penatausahaan/ administrasi

Kegiatan.

Bendahara Pengeluaran

Bertugas sebagai berikut :
5.1 Melaksanakan penatausahaan pengeluaran terhadap Belanja Langsung
Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU).

(BL), Uang Persediaan (UP),
5.2 Mengajukan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS kepada PA/KPA melalui
PPK-OPD berdasarkan SPD
5.3 Mencatat SPP yang diajukan ke dalam register dibuat tiga rangkap,
lembar 1 dan 2 untuk PPK-OPD dan lembar ke-3 untuk arsip

bendahara.
Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan

Painan, 02 Januari 2023

Disetujui oleh :
_..—.Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
epala;Badan Kepegawaian dan Kepala Bidang Mutasi dan Promosi ASN

“Pe“r'{(;_ggﬂ:\bangan SDM
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[ RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
= SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
[_“_ B Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023

Urusan 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi

Sub Unit Organisasi
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Program
Kegiatan 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN
Sub Kegiatan 503.02.202.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Sumber Pendanaan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi Kegiatan Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan

Waktu Pelaksanaan
Kelompok Sasaran

: Januari s.d. Desember
: Aparatur Sipil Negara

5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAMN SUMBER DAYA MAMNUSIA
5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah 2022 Rp. 0
Jumlah 2023 Rp. 102.341.596
Jumlah 2024 Rp. 130.000.000
! Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja
1 Indikator Tolak Ukur Kinerja H Target Kinerja
Capaian Program % Jabatan yang sesuai dengan Kompetensi Jabatan dan Anjab [ 36%
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 102.341.5%6
I Keluaran | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 1400 Dokumen
I Hasil % ASN yang Promosi dan Mutasi 36 %
l Rincian Belanja Sub Kegiatan
’ Rincian Perhitungan
i o ] Koefisien Satuan Harga | PPN —_—
I 5 [ BELANJA DAERAH Rp. 143.656.915
[5,1 ] BELANJA OPERASI Rp. 143.656.915
’ 5.1.01 I Belanja Pegawai Rp. 6.600.000
I;.'I.O‘l.ﬂ.’l ITambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 6.600.000
[ 5.1.01.03.07 I Belanja Honorarium Rp. 6.600.000
I 5.1.01.03.07.0001 ’ Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 6.600.000
[ / i ';:nm‘:::';::::fg:na Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Rp.6.600:000
1 { [-] Honorarium PPTK
I / F?:::ngfogo;;r::;:; s ol 12 Orang / Bulan 550.000 Rp. 6.600.000
l 5.1.02 l Belanja Barang dan Jasa Rp. 137.056.915
LS.I.OZ.OI !Belanja Barang Rp. 21.598.915
I 5.1.02.01.01 I Belanja Barang Pakai Habis Rp. 21.598.915
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Kode Rekening

Rincian Perhitungan

Uraian Jumlah
Koefisien Satuan | Harga |PPN
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantar-Alat Tulis Kantor Rp. 10.185.915
[#] Alat Tulis Kantor
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum ekl
[-] Operasional Kegiatan
Anak Hecter No.10-1M Max
Spesifikasi : Isi : 1000 Pcs 3 Kotak Kotak 56.277 0 Rp. 168.831
Anak Hecter No.30-1M Max
Spesifikasi ¢ Isi : 1000 Pcs 2 Kotak Kotak 113.775 0 Rp. 227.550
Kertas Folio HVS 70 gr y :
Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar 20 Rim Rim 61.050| 0 Rp. 1.221.000
Kertas Kuarto HVS 70 gr ; ;
Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar il it BA1 0 ) e
Pelobang Merk General
Spesifikasi : No. 220 1 Buah Buah 87.690 0 Rp. 87.690
FEGR PR 2 Lusin lusin 46620| 0 Rp. 93.240
Spesifikasi : -
Stapler
Spesifikasi : Ukr HD 50 1Buah buzh 54834 0 Rp. 54.834
Stapler
Spesifikasi : Ukr 10 3 Buah buah 20.202 0 Rp. 60.606
Lt 8 Buah Buah 138750| 0| Rp.1.110.000
Spesifikasi :
Lo dainded 4 Kotak Kotak [1504716| 0| Rp 6018864
Spesifikasi : -
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 5.868.000
[#] Belanja Cetak
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum b
[-] Cetak Spanduk Ujian Pl/Ujian Dinas
Spanduk/Baliho 8 Meter meter 46000| 0 Rp. 368.000
Spesifikasi :
[#] Belanja Penggandaan
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Fo:1.000.000
[-] Penggandaan
Penggandaan |
Spesifikasi : Photodopy 5000 Lembar eksemplar 200 0 Rp. 1.000.000
[#] Blangko SK Kenaikan Pangkat
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bp: 4500000
[] Cetak
Cetak lainnya 3000 Lembar x :
spesifikasi: 1500 Rupiah eksemplar 1 0 Rp. 4.500.000
5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 100.000
[#] Pembelian Materai Rp. 100.000

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

12/25/2022, 12:06 A
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Kode Rekening ok . Rincian Perhitungan PR
Koefisien Satuan | Harga [PPN
[-] Materai 10000 S S S
Materai
Spesifikasi : Materai 10.000 L e nan T I
5.1,02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp. 5.445.000
[#] Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Pembahas/Penguji Ujian Pl/Ujian Dinas Rp. 5.445.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Panitia/Pembahas/Penguiji (UPT Kanreg 15 org, Panitia Kab. 6 org, Penguji 4 org) x 2 ki
x2hr
Porssip\i[:ﬁkasi : Nasi Kotak e ORI i, I S
S"ag‘;esi e b nedcan it 45 Orang Porsiforg | 11.000| 0 Rp. 495.000
[-] Peserta Ujian Pl/Ujian Dinas (200 org x 2 kali)
S"a;';esiﬁkasi s S 200 Orang Porsiforg | 11.000{ 0|  Rp.2200.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 9.000.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 9.000.000
5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 9.000.000
[#] Honorarium biaya Jasa Pembahas, Penguji, Narasu'mber Ujian PI/Ujian Dinas Rp. 8.600.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Honorarium Narasumber/Penguji/Pembahas (Kanreg BKN/Pusat) Ujian Pl/Ujian Dinas
e Coclon M ket sy |50P9/m |01 | 500000 0] Rp 5400000
[-] Honorarium Penguji Ujian Pl/Ujian Dinas (Dari Kabupaten)
H”g:;'zg :a;‘:‘e'l‘::’lf’(;:?:;‘:;ﬁ';:;n] 20rang/Jam |0 700000| 0| Rp.1.400.000
Honorarium Narasumber atau Pembahas
Spesifikasi ; Eselon Il kebawah (Dalam 30rang/Jam |0J 600000 O Rp. 1.800.000
Kabupaten)
[#] Honorarium Pembawa Acara/MC
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Ry A00.000
[-] Honor Pembawa Acara/MC Ujian Pl/Ujian Dinas
H"';:f::;l': :‘:’mbaw"’ Ac 20rang/Kali | OK 200000| © Rp. 400.000
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 106.458.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 106.458.000
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 106.458.000
[#] BBM
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Rp 8454000
[-]
Bmgpesiﬁkasi Bedlarast 400 Liter liter 14.850 0 Rp. 5.940.000
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Rincian f’erhftungan

Kode Rekening Uraian

Koefisien

I [-] Kegiatan Ujian Pl/Ujian Dinas

BBM

Spesifikasi : thm"n: ‘ i

[#] Belanja Sewa Sarana Mobl!itas Darat
Sumber Dana: Dana Transfer Umum Dana nlokatl Umum -

——
——

;OH ’ 300.0001 0

Spesifikasi : Roda 4/box

[#] Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi

] Sewa Kendaraan JEG Hari
l Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Satuan I Harga IPPN
,Iltpr ‘ 14.850 { 0

[-] Sewa Kendaraan Roda 4

flllps:-',-'pcsaimw!;ll:mk;1lr.xrpd,kt:|numl.'l _ml.;m.:ti-’d;mr;;]n’m;,,nq\.i“qj Xbo

Jumlah

Rp. 2.524 500

Rp. 7.800.000

Pp. 7.800.000

Rp. 11.650.000

———
—

l [-] Eselon lll/Golongan IV

Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang
Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok,
Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman,
Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten
Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota
Sawahlunto

Spesifikasi : Eselon Ill/ Golongan IV

6 Hari OH 275.000 0

Rp. 1650.000

[-] Eselon IV/Golongan Il

l

Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang
Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok,
Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman,
Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten
Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota
Sawahlunto

Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan Il

40 Hari OH 250.000 0

Rp. 10.000.000

[#] Biaya Representatif
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Rp. 450.000

l [-]1 Representatif Eselon I

3 Orang / Hari Hari 150.000 0

Representasi
Spesifikasi : Eselon II//DPRD

Rp. 450.000

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Rp. 21.400.000

I[-] Eselon Ill/Golongan IV

2 Orang / Hari OH 1.300.000 0

Penginapan (Pejabat Ess Ill/Gol IV)
Spesifikasi : Riau

/ I[#] Biaya Sewa Hotel (Pekanbaru)

Rp. 2.600.000

' I [-] Eselon IV/Golongan Il

20 Orang /Hari |OH 700.000 0

Penginapan (Pejabat Ess IV/Gol IIl)
Spesifikasi : Riau

Rp. 14.000.000

I [-] Hotel Eselon IIb (Riau)

OH 2.400.000 0

12 Hari

Penginapan (Pejabat Ess 1l/b)
Spesifikasi : Riau

Rp. 4.800.000

[#] Penggantian Transportasi Pembahas/Penguji Kanreg BKN/Pusat Keg Ujian Pl/Ujian

Dinas
Sumber Dana ; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Rp. 11.500.000

[t
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. Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian ST TS T P o Jumlah
s Koefisien I Satuan Harga | PPN ]
biaya transport lokal --~-———-.—— :
- Spesifikasi : ke bandara dan sebaliknya =gl el _——- v T
Penginapan Staf o ?
Spesifikasi : Dalam Provinsi Sumatera Barat 2 Orang / Hari N 1 - ¢ PR 1N
[-] Pembahas/Penguji Dari Kanreg BKN
Penginapan Eselon Il
i . 1.400.
Spesifikasi : Dalam Provinsi Sumatera Barat , lins o 700.000 ) W
Penginapan Staf ;
L i Spesifikasi : Dalam Provinsi Sumatera Barat ] &Han e R ' - HENES
Tiket Pesawat
} Spesifikasi: Padang — Pekanbary 2 Orang / PP PP 1.600.000 0 Rp. 3.200.000
I [-] Pembahas/penguji dari Pusat/PPSR BKN
biaya transport lokal ; ,
L / Spesifikasi : ke bandara dan sebaliknya 1:0rang / kel Sl aRan o B o
Tiket Pesawat
l I Spesifikasi : Padang - Jakarta 10Orang/ PP I PP 2.500.000 0 Rp. 2.500.000
[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi
L } Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum T2 NS0
L l [-] Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS
i 36 Orang / Hari | OH 370000{ 0| Rp.13.320.000
Spesifikasi : Luar Daerah Luar Propinsi Hange e n P- ’
! I [-] Kegiatan Ujian Pl/Ujian Dinas

Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang
Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok,
Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman,
Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten 24 Orang / Hari | OH 250,000 0 Rp. 6.000.000
Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota

Sawahlunto
Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan Il

Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang
Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok,
Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman,
Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten 6 Orang / Hari OH 225.000 0 Rp. 1.350.000
Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota
Sawahlunto

Spesifikasi : Golongan Il

Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang
Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok,
Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman,
Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten
Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota

Sawahlunto
Spesifikasi : Eselon Ill/ Golongan IV

6Orang /Hari | OH 275000| 0| Rp.1.650.000

Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang
Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok,
Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, X
Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten 40Orang/Hari  [OH 300000\ Of  Rp.1.200.000
Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota
Sawahlunto
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[_‘\_“_‘.-T“m_““m R S - ﬁlndan P!fh"""g_":‘_"_ A— Sumish
Kode Rekening Uraian ' Kmﬂclen - Satuan H_a_|r::;a _PN_J s ot
Spesiﬁka-sT:_Peiabat Esclonlib _ i ) DT TN SRR, R (e )
Penginapan Eselon Il 2 Hari OH 700.000 0 Rp. 1.400.000
Spesifikasi : Dalam Provinsi Sumatera Barat N ) - i
Penginapan Staf 10 Orang / Hari | OH 500.000 0 Rp. 5.000.000
Spesifikasi : Dalam Provinsi Sumatera Barat
Sewa Kendaraan § Hari OH 300.000 0 Rp. 1.500.000
Spesifikasi : Roda 4/box
[¥] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Rp. 13.773.500
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Kegiatan Ujian Pi/Ujian Dinas (Pekanbaru)
Bsﬂpesiﬁkasf_ —_— 110 Liter lter 14850 0| Rp.1633500
P""gxm"ag?ﬁgf e 2 Hari OH 1300000) 0| Rp.2.600000
i Pejabat
Pensg;:ﬁfk';; e 6 Orang OH 700000( 0|  Rp.4200000
Riau 2 .
Spesifikasi : Luar Daerah Luar Propinsi 120y /#Hart {1 OH R0 - A
Sewa Kendaraan ;
Spesifikasi : Roda 4/box 3 Hari OH 300.000 0 Rp. 900.000
[ Grand Total : | Rp. 143.656.915

Kabupaten Pesisir Selatan ; |




PETUNJUK OPERASIONAL (PO)
KEGIATAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ASN
TAHUN ANGGARAN 2023

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- TUGAS POKOK

gcsug; der;gsan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 180 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
an Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- FUNGSI

g?mkaelaksanakan tugas di atas, Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Suraber
aya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan mempunyal fungsl sebagal berikut

Perumusan kebijakan, rencana, prosedur dan petunjuk teknis kegiatan ;

Pelaksanaan program dan kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN;

Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan manajemen ASN di lingkup perangkat daerah;
Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan,

ol o

B. MASALAH YANG DI HADAPI

Beberapa PNS yang memiliki jabatan fungstonal penyetaraan tidak memahami kebljakan dan manajemen Jabatan fungsional yang

diembannya, sehingga belum mengetahui arahan dan |
s 3 petunjuk untuk pengurusan administrasi kepegawalannya termasuk kenaikan
pangkat, angka kredlt dan lain sebagainya. o d

€ TUJUAN YANG INGIN DI CAPA1

= Terwujudnya tertib administrast kepegawalan khususnya yang berhubungan untuk memberikan pengetahuan jabatan fungsional dan
terlaksananya profesionalisme ASN dari upaya pengembangan karir dalam jabatan yang dlinginkan serta peningkatan kompetensi.

D. SASARAN
- Terlaksananya kegiatan sosialisasi pembinaan Jabatan fungsional untuk 175 PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
tahun anggaran 2023.

E.DANA
- Dana tersedia : Anggaran yang tersedia adalah Rp. 64.761.993,- (Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan
Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

Rincian Anggaran Anggaran \
5. BELANJA DAERAH 64.761.993 |
5,1 BELANJA OPERASI 64.761.993 |
5.1.02.01.01.0024. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat 2.292.150 ],
5.1.02.01,01.0026. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan 602.000‘
Cetak
5.1.02,01.01.0052. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.396.000 |
5.1.02.02.01.0003. | Belanfa Honorarlum Narasumber 9.000.000 |
5.1.02.02.05.0000. Belanja Sewa Bangunan Gedung 3.000.043
5.1.02.04.01.0001, Belanja Perjalanan Dinas Blasa 26.171.800
5.1.02.04.01.0003. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.300.000
Jumlah 64.761.993 |
G.HASIL YANG DI HARAPKAN

Terlaksananya sosialisasi 175 PNS yang telah diberikan pengeta huan kebijakan dan menajemen jabatan fungsional.

H, KETERKAITAN DENGAN UNIT KERJA LAIN
- Seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

I. ORGANISASIKEGIATAN

Dengan mengacu kepada :
a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta han Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagalmana telah beberapa kall diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Clpta Kerja (Lembaran Negara Republlk Indonesla Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6573);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 1
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6322);

ndonesia Tahun



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom 7 0
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) °r 77 tahun 2020 'ientang Pedoman p R
d an Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Nega
E i i ra Republik

d. Dokumen Pelaksa naan An
Fungsional ASN Tahun Anggg E:;aznozt;rgam N

si Pel‘angkat D
Acrah
Nomor 5.03.02.2.04.02 tentang Kegiatan Pembinaan Jabatan

€. Keputusan Bupati Pesis
SIr Selatan Nom,
Menjadi Pengguna Anggaran, Ku ﬂr900/34/Kpts/BP’]‘»Ps/202
» uasa Pepggy ‘ 3'mn85§ﬂ|2]anu;u-i 2023 tentang Penunjulkan Pegawai Negeri Sipil

Pengeluaran Pembanty pada masing-

f. Keputusan Ke
pala Badan Kepe
800/005/BK| PSDM-2023. tanggai; 03;

d
an Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupat

ha Anggaran g
n QB !
masing Organisas; Perangiat |§,nd“hdra Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara
erah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023

Waian dan pep
Bemban
Januari 2023, tentang pe?.ﬁ::“us};r:t;fr Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Nomor :
engelola Keglatan APBD di Lingkungan Bad:
en PeslslrSeI:ltanTahun Anggarangzogg‘ s

8ram / Pengguna An
Bgaran, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

2 Penangguﬂ
g Jawab Kegiatan Ki
uas
3 Pejabat Pelaksanan Teknisj Regi:t:::n%%una Anggaran, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN
PTK), Kabid Pengembangan Kompetensl dan Penilaian Kinerja ASN pada Badan

Kepegawaijan d
an Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan,

4  Bendaharawa
n Pengeluar
5 Sekretariat Peiaksaﬁa Tek‘::[l; f(t:figﬁa" Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
glatan, staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir

K. '[I)'UGAS DAN TANGGUNG JAWAB
€ngan mempedomani Surat i
Pl oo b sebi{;;u:;:?k':] ?I:-lpaﬂ Pesisir Selatan dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur
1 Penanggungjawab Program

Bertugas sebagai berikut :

L1
1,2
13
14

1,5
1,6
1.7
18
1,9
1.10
1,11

Membentuk organisasi pengelola kegiatan, melakukan kegiatan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan program /

kegiatan.
:‘::;r;l::;ikan arah dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada bagl pelaksanaan program /
Memberikan [a

berjalan,
Mempertanggung jawabkan dan menandatangani serta memeriksa seluruh dokumen transaksi paling lambat 1 X 3 bulan.

poran kepada Bupati atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat pada DPA-OPD tahun anggaran

Menandatanganl surat pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran.

Menandatangani SPM.
Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Mengelola barang milik Daerah / kekayaan Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.
Menyusun dan menyampatkan Laporan Keuangan Perangkat Daerah.

Mengawasl| Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
Melaksanakan tugas-tugas Pengelola Anggaran / Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Kepala Daerah

melalul Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

2 Penanggung Jawab Kegiatan

2,1

2,2

Bertugas sebagal berikut :
Membantu Penanggung Jawab Kegiatan dalam melakukan tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan

rentang kendall / kompetensi dan pertimbangan lainnya.
Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala Perangkat Daerah.

3 Pejabat Pelaksana Teknis Keglatan (PPTK)
Bertugas sebagal berikut :

31
32
33
34
35
36

Menylapkan Organisasi Pengelola Kegiatan,
Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan.
Mengusulkan kebutuhan biaya bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.

Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
Dan tugas-tugas lainnya sesuai yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

4 Sekretariat Pelaksana Teknis Kegiatan

4.1

Bertugas sebagai berikut :
Membantu Pelaksana Kegiatan dalam pelaksanaan tugas penatausahaan/administrasi sesual dengan petunjuk Pelaksana



5 Bendahara Pengeluaran

pertugas sebagai berikut :
Melaksanakan
5.1 Tambeh tang C];;r}latausaham pengeluaran terhadap Belanja Langsung (BL), Uang Persediaan {UP), Ganti Uang (GU] dan

52  Mengajukan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS kepada PA/KPA melalui PPK-OPD berdasarkan SPD
" g‘e:zc:htigppy““g diajukan ke dalam register dibuat tiga rangkap, lembar 1 dan 2 untuk PPK-OPD dan lembar ke-3 antuk arsip

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2023

e Disetujui oleh:
&

\ Ruasa Péngguna Anggaran
Kep NEY BK{S[IM Kab. Peslsir Selatan Kabid Pengembangan Kom

Pejabat Pelaksana Teknls Kegiatan,
tensl dan Penilalan Kinerja

AFRIKAL. S.H.
NIP. 19690510 199103 1010



PETUNJUK OPERASIONAL (PO)
KEGIATAN PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR
TAHUN ANGGARAN 2023

A.TUGAS POKOK pAN FUNGSI

- TUGAS POKoK

gesua[ der}g‘an Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 180 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susun.
an Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

-FUNGS]
gnmk melaksanakan tugas di atas, Keglatan Pelaksanaan Penilalan dan Evaluasi Kinerja Aparatur pada Badan Kepegawaian dan
engembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai fungsi sebagal berikut :
L. Perumusan kebijakan, rencana, prosedur dan petunjuk teknis kegiatan ;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
3. Penyelenggaraan pembinaandan Pengawasan manajemen ASN di lingkup perangkat dacrah:
4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

an Organisasi, Tugas

B. MASALAH YANG DI HADAPI

Bebebrapa Pejabat yang menempati jabatan administrator tidak mempunyal kompetensl yang sesual »sehingga perlu adanya pemetaan
PNS Potensial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menduduki jabatan struktural guna mewujudkan program

unggulan reformasi birokrasi berbasis kompetensi maka leader (pemimpln birokras!) harus dilsi PNS terbalk melalui sistem seleks! yang
transparan, obyektif, berkeadilan dan akuntabel,

Guna mendapatkan sistem seleksi jabatan struktural administrator secara terbuka dan talent scouting yang transparan, objektif,
berkeadilan dan akuntabel maka perlu dilakukan penyempurnaan sistem seleksi secara berkesi nambungan, agar mendapatkan pejabat

terbalk yang memiliki kompetens| unggul, profesional, dan berintegritas sehingga dlharapkan mampu memberikan kinerja yang unggul
dalam mendukung pencapalan visi dan misi Pejabat Pembina Kepegawalan,

C TUJUAN YANG INGIN DI CAPAI
- Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian khususnya yang berhubungan dengan sistem seleksi Jabatan struktural administrator
secara terbuka dan talent scouting yang transparan, objektif, berkeadilan dan akuntabel maka perlu dilakukan penyempurnaan sistem
seleksi secara berkesinambungan, agar mendapatkan pejabat terbaik yang memiliki kompetensi unggul, profesional, dan berintegritas
sehingga diharapkan mampu memberikan kinerja yang unggul dalam mendukung pencapaian visi dan misj Pejabat Pembina
Kepegawaian

D. SASARAN
- Terwujudnya penataan (mutasi) jabatan administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

E. DANA
- Dana tersedia : Anggaran yang tersedia adalah Rp. 24.310.000,- (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Rincian Anggaran Anggaran
5. BELANJA DAERAH 24.310.000
51, BELANJA OPERASI 24.310.000
5.1.02.01.01.0026, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan 434.000
Cetak
51.02.01.01.0052. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.386.000
5.1.02.02.01.0029, Belanja Tenaga Ahll 16.000.000
5.1.02.04,01.0001. Belanja Perjalanan Dinas 6.490.000
Jumlah 24.310.000
G.HASIL YANG DI HARAPKAN

Terlaksananya pemetaan PNS potensial untuk 40 pejabat terbaik yang memiliki kompetensi unggul, professional, dan berintegritas

H. KETERKAITAN DENGAN UNIT KERJA LAIN
- Seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan,

I. ORGANISASI KEGIATAN

Dengan mengacu kepada :

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6322);




o Peraturan Mentert Dalam Negert Nomor 77 tahun 202 v jerita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), R 2020 tentang P an Keuangan Daerah (Ber B P
do Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Peran gkat Daevah Nomor 503.02.204.02 tentang Keglatan Pelaksanaan Penilatan dan

Bvatuasi Kinevia Aparatur Tahun Anggaran 2023

. Ki 5 .
v “:i:‘lil‘::;?l;“lm\\::\:‘eiisl|‘.\rLttan‘Nnmnr BOO/I4/Kpis/BITPS/ 2023, tanggal 2 Januart 2023 tent
Pengeluaran l‘cmb.mmm“.;a“' Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, Bendah
Pada masing-masing Organisast Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan T

edoman Pengelola

ang Penunjukan Pegawal Negerl Sipil
ara Penerimaan dan Bendahara
‘ahun Anggaran 2023

a Kabupaten Pesisir Selatan Nomor :

L Keputusan Kepala Badan Kepe
epegawalan dan  Pengembang Y - Daya Manusl
CRge n\!lmgm Sumber Daya 8 } jan PBadan Kepegawaian

800, 005/BK
dan!}:\mi E:::t“sn‘!\l-:(\:&. tanggal 02 Januari 2023, tentang Penunjukan Pengelola Keglatan APBD di Ling
Rgembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisi Selatan Tahun Anggaran 2023,

Ditetapkan Susunan Organisast pada Kegiatan Pelaksanaan Penilalan dan Evaluasl Kinerja Aparatur Tahun Anggaran 2023 sebagal
1 Penanggung jawab Program / Pengguna Anggaran, Kepala Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2 Penanggung lawab Kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN
3 P.elamt Pelaksanan Teknis Keglatan (PPTK), Kabld Pengembangan Kompetensl dan Penilalan KinerJa ASN pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

Bendaharawan Pengeluaran, Staf Badan Kepegawatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusla Kabupaten Pesisir Selatan.
5  Sekretariat Pelaksana Teknis Kegiatan, staf Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir

-

K. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Dengan mempedomani Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dan Peraturan yang berlaku, maka s
pengelola kegiatan adalah sebagai berikut :
1 Penanggung Jawab Program

ecara rincl tugas masing-masing unsur

Bertugas sebagai berikut :

1,1  Membentuk organisasi pengelola kegiatan, melakukan keglatan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan program /
kegiatan.

1,2 Memberikan arah dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada bagi pelaksanaan program /
kegiatan.

13 Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat pada DPA-OPD tahun anggaran
berjalan.

1,4 Mempertanggung jawabkan dan menandatangani serta memeriksa seluruh dokumen transaksi paling lambat 1 X 3 bulan.

1,5 Menandatangani surat pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran.

16 Menandatangani SPM.

17 Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

18 Mengelola barang milik Daerah / kekayaan Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.
1.9  Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah.

110 Mengawasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
1,11 Melaksanakan tugas-tugas Pengelola Anggaran / Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Kepala Daerah

melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

2 Penanggung Jawab Kegiatan
Bertugas sebagal berikut:
2,1 Membantu Penanggung jawab Kegiatan dalam melakukan tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan
rentang kendall / kempetensi dan pertimbangan lainnya.
2,2  Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala Perangkat Daerah.

3 Pejabat Pelaksana Teknis Keglatan (PPTK)
Bertugas sebagal berikut :
3,1 Menylapkan Organisasl Pengelola Keglatan.
3,2 Mengendalikan Pelaksanaan Keglatan.
33  Mengusulkan kebutuhan biaya bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
34  Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
35 Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan keglatan.

3,6 Dan tugas-tugas lainnya sesuai yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tent Ped
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, ntang Pedoman Pelaksanaan

4 Sekretariat Pelaksana Teknis Keglatan
Bertugas sebagai berikut :

41  Membantu Pelaksana Keglatan dalam pelaksanaan tugas penatausahaan/administrasl sesual dengan petunjuk Pelaksana



g

5 Bendahara Pengeluaran
Bertugas sebagai berikut :

5.1 Meclaksanakan penatausahaan
Tambah Uang (TU), pengeluaran terhadap Belanja Langsung (BL), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) d
" an

5.2  Mengajukan SPP- -
gajukan SPP-UP, SPP. GU, SPP-TU, SPP-L§ kepada PA/KPA melalul PPK-QPD berdasarkan Spp

53  Mencatat SPP yang dlajuka
et g Jukan ke dalam register dibuat tiga rangkap, lembar 1 dan 2 untuk PPK-OPD dan lembar ke-3 untuk arsip

Demi IalIFe n kUpEIaSlOtl PO "1 d uat untu kete tua yallghellﬂku.
k tu ]u al[ ) i Ib at kdlperg’unakansesual dengan n n

Palnan, 2 Januari 2023

z Disetujul oleh :
uasa Pen
Mepale RETS hﬁ{";:‘ ::slllsfrrsanl Pejabat Pelaksana Teknls Kegjatan,
2 elatan Kabld Pengembangan Kompetens! dan Penllalan Kinerja

AFRIKAL. S.H.
NIP. 19690510 199103 1010



PETUNJUK OPERASIONAL ( PO)
SUB KEGIATAN PEMBINAAN DISIPLIN ASN
TAHUN ANGGARAN 2023
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
- TUGAS POKOK

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 180 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- FUNGSI
Untuk melaksanakan tugas di atas, Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

Perumusan kebijakan, rencana, prosedur dan petunjuk teknis kegiatan Pembinaan Disiplin ASN p;
Pelaksanaan program dan kegiatan Pembinaan Disiplin ASN p;

Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan manajemen ASN di lingkup perangkat daerah:
Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

AW N

B. MASALAH YANG DI HADAPI

Setiap tahun selalu ada PNS yang terlibat dalam suatu kasus terutama Indisipliner yang dilakukan PNS. Ditambah dengan adanya PNS

yang mengajukan gugatan perceralan terhadap pasangannya. Hal ini mesti diperiksa lebih lanjut agar masalah yang terjadi terkonfirmast
dengan jelas dan objektif. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kasus dan Masalah Perceralan PNS di BKPSDM Kab. Pesisir
Selatan dengan menghadirkan PNS dan saksi-saksi yang dibutuhkan. Hasil pemeriksaan tersebut dibahas dalam rapat Majelis
Pertimbangan Pegawal (MPP) yang nantinya akan memberikan saran kepada Bupati Pesisir Selatan untuk diberikan/ditolak Izin
Perceralan PNS, penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh karena meningkatnya kasus dan
masalah perceraian maka dilakukan pembekalan pranikah bagl pasangan ASN untuk diberikan pembekalan pranikah darl seg) keagamaan
dan aturan kepegawalan.

C. KONDISI AWAL/SAAT INI
- Diawal Januari 2023 inl telah dilakukan pemeriksaan kepada 1 bahan laporan perselingkuhan ASN yang baru masuk ke BKPSDM pada
awal tahun 2023. Dan telah masuk 3 (tiga) permohonan izin perceraian PNS dan 12 (dua belas) bahan pembekalan pranikah bag|
pasangan PNS yang akan dilaksanakan pada akhir Januari 2023 ini. Anggaran yang tersedia pada awal tahun 2022 adalah Rp.
239.156.124,- (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Empat Ruplah).

D. TUJUAN YANG INGIN DI CAPAI
- Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian khususnya yang berhubungan pelaksanaan pembekalan pranikah bagl pasangan ASN
yang akan melaksanakan pernikahan, pemeriksaan terhadap Aparatur Sipil Negara yang berkaitan dengan pembinaan bagl Aparatur
Sipil Negara yang meliputi penegakan disiplin dan masalah perceralan Aparatur Sipil Negara yang nantinya akan dibahas pada Rapat
Majelis Pertimbangan Pegawal.

E. SASARAN
- Terlaksananya kegiatan Pembinaan Disiplin ASN tahun 2023 yang berkaitan dengan pelaksanaan pembekalan pranikah bagl
pasangan ASN yang akan melaksanakan pernikahan, pemeriksaan terhadap Aparatur Sipil Negara untuk penegakan disiplin dan
masalah perceralan Aparatur Sipil Negara yang nantinya akan dibahas pada Rapat Majelis Pertimbangan Pegawai pembinaan bagl
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

F.DANA
- Dana tersedia ; Anggaran yang tersedia adalah Rp. 239.156.124,- (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu

Seratus Dua Puluh Empat Rupiah).

Rincian Anggaran M Anggaran
5. BELAN]A DAERAH 239.156.124
5.1 BELANJA OPERASI 239.156.124
5.1.02.01.01.0024. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - ATK 4.167.324
5.1.02.01.01.0026. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan 2.500,000
Cetak

51.02.02.01.0003 Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas 3.000.000
5.1.02.02.01.0004 Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 90.000,000
5.1.02.01.01.0052. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.320.000
5.1.02.04.01.0001. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.593.800
5.1.02.04.01.0003. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 76.575.000

Jumlah 239.156.124




' ASIL YANG DI HARAPKAN

G.H
Jaksananya pemeriksaan Aihs
) :::cera fan lgl‘rrfasuk terhada:a;:;::a);?gg pe ILh‘_‘t !‘35'-15 ataupun Indisipliner dan pemeriksaan pada PNS yang mengajukan gugatan
n saksi-saksinya. Serta pelaksanaan pembekalan pranikah bagl pasangan ASN yang akan

H. KETERKAITAN DENGAN UNIT KERJA LAIN
. Seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

1. ORGANISASI KEGIATAN
Dengan mengacu kepada :
a. Undang-Undang N
Tambaghan lﬁn;‘ha:anr]z::s Tahun 20 1_4 tentang I"emerinmhan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2014 Nomor 244,
Undang Nomor 11 Tahu?;%?;p:m:: [m:éonesla Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kall diubah terakhir dengan Undang-
enkang Cipta Kerja (Le : 245, Tambaha
Lembaran Negara Republik indonesia Nomofss';g);i (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

b. ::ra::;;e;‘r: P:merintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
6322)— ndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daera
Tahun Anggaran 2023.

e. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/34/Kpts/BPT- PS/2023, tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipll

Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023

Republik

h Nomor 5.03.02.2.04.07 tentang Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Nomor :
800/005/BKPSDM-2023, tanggal 02 Januari 2023, tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan APBD di Lingkungan Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

da Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN Tahun Anggaran 2023 sebagal berikut:

/ Pengguna Anggaran, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

2  Penanggung Jawab Kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN

3 Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK], Kabid Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN pada Badan
Kepegawaian dan Pe ngembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan Susunan Organisasi pa
1  Penanggung jawab Program

4 Bendaharawan Pengeluaran, Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
5  Sekretariat Pelaksana Teknis Kegiatan, staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir

K. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Dengan mempedomani Surat Keputusan Bupa
pengelola keglatana dalah sebagai berikut:

1 Penanggung Jawab Program

ti Pesisir Selatan dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinc tugas masing-masing unsur

Bertugas sebagai berikut:

1,1 Membentuk organisasi pengelola kegiatan, melakukan kegiatan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan program /
keglatan.

1,2 Memberikan arah dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada bagi pelaksanaan program /
kegiatan.

1,3 Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat pada DPA-OPD tahun anggaran
berjalan.

1,4 Mempertanggung jawabkan dan menanda tangani serta memeriksa seluruh dokumen transaksi paling lambat 1X 3 bulan.

15 Menandatangani surat pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran.

1,6 Menandatangani SPM.

1,7 Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

18 Mengelola barang milik paerah / kekayaan Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

1,0  Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pera ngkat Daerah.

110 Mengawasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
1,11 Melaksanakan tugas-tugas Pengelola Anggaran / Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Kepala Daerah

melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

2 Penanggung Jawab Keglatan
Bertugas sebagal berikut :
21 Membantu Penanggung jawab Kegiatan dalam melakukan tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan
rentang kendali / kompetensi dan pertimbangan lainnya.
22  Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala Perangkat Daerah.



5 bt pelaksana Te‘knls Kegiatan (PPTK)
; ‘fgermgas sebagai berikut :
41 Menyiapkan Organisasi Pengelola Keglatan.
3,2 Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan,
4 33  Mengusulkan kebutuhan biaya bulanan ke,
r ' glatan kep: ,
34 Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan epada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
35 Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan keglatan

3,6 Dan tugas-tugas lainnya sesuai yan
ang diatur da : -
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. alam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan

4 Sekretariat Pelaksana Teknis Kegiatan
Bertugas sebagai berikut :
4,1 Membantu Pelaksa
na Kegiatan dalam pelaksanaan tugas penatausahaan/administrasi sesual dengan petunjuk Pelaksana

5 Bendahara Pengeluaran

Bemgas Sebagai bel ikut H |
5,1 M n Penﬂmusahaan
pEnSEluaran tBl"hada I c - Ua n l e[sed aan Ul } » f '
ﬂaksallaka . p BB an]d I.n‘lngsung (BL). B I [ . Jar ]

OPD berdasarkan SPD

52 Mengajukan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS kepada PA/KPA melalui PPK-
untuk PPK-OPD dan lembar ke-3 untuk arsip

53  Mencatat SPP yang diajukan ke dalam register dibuat tiga rangkap, lembar 1dan 2
bendahara.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat untuk dipergunakan sesual dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2023

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknls Kegiatan,
Kepala BKPSDM Kab. Pesisir Selatan Kabld Pengembangan Kompetensl dan Penilalan Kinerja
ASN

-~

AFRIKAL. S.H.
NI NIP. 19690510 199103 1010

Kepala BKPSDM




KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOM

PETUNJUK OPERASIONAL (PO )

TAHUN ANGGARAN 2023

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- TUGAS POKOK

Sesual dengan Peraturan Bupati Kabupaten Peslsir Selatan Nomaor
Fungsl Serta Tata Kerja Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusla.

- FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas di atas, Kegiatan Penyelenggar
Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan pada Badan Kepegawalan dan Pengemban

1, Perumusan kebijakan, rencana, prosedur dan petunjuk teknls keglatan ;
2. Pelaksanaan program dan keglatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensl bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan

Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan;

3. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan manajemen ASN di lingkup perangkat daerah;

4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

B. MASALAH YANG D1 HADAPI

Masih banyak pegawal lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang belum memenuhi standar kompetensi sehingga nilai
indeks profestonalitas (1P) ASN masih dalam kategorl rendah.

C TUJUAN YANG INGIN DI CAPAl
Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian khususnya yang berhubungan memberikan pengetahuan kepada pegawai untuk
meningkatkan kompetensi sehingga dapat meningkatkan jumlah pegawai yang memenuhl standard kompetensi dan akan berimbas
dengan peningkatan IP (Indeks Profesionalitas) ASN.

D. SASARAN

PETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN
FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN DAN PRAJABATAN

180 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasl, Tugas dan

aan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan

gan Sumber Daya Manusia

- Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya sosiallsasi pengembangan kompetensi untuk pegawai di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2023.

E. DANA

- Dana tersedia : Anggaran yang tersedia adalah Rp. 91.361.825,- (Sembllan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan
Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)

Rincian Anggaran Anggaran
5. BELANJA DAERAH 91.361.825
5.1, BELANJA OPERASI 91.361.825
5.1.01.03.07.0001. Belanja Honorarium Penanggungjawab pengelola kenangan 7.800.000
5.1.02.01.01.0024. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor 2.128.425
5.1.02.01.01.0026. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan 5.000.000
Cetak
5.1.02.02.01.0003. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 42.000.000
Acara dan Panitia
5.1.02.02.01.0048. Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 15.000.000
5.1,02.04.01.0001. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.433.400
Jumlah 91.361.825

G.HASIL YANG DI HARAPKAN
- Terlaksananya soslalisasl pengembangan kompetens| untuk pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun

anggaran 2023.

H. KETERKAITAN DENGAN UNIT KERJA LAIN
- Seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

L. ORGANISASI KEGIATAN
Dengan mengacu kepada :

a.

b.

g:;tr;i-zni:rgbzgmo;{ 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2014 Nomor 244,

ot vt na,_,r ah?:rgogeup,_tfmt; [nd(;n::-mKNumoll:e 5587), sebagalmana telah beberapa kall diubah terakhir dengan Undang-
ntang erja b

e s i 030 o Nomm—%gn}; Ja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Ta

2019 Nomor 42, Tambahan Lemba hun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

ran Negara republik Indonesia Nomor 6322);



. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Nomor 5.04.02.2.02.07 tentan_g Kegiatan Pepyelenggaraan

Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan Tahun

Anggaran 2023.

e. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/34/Kpts/BPT-PS/2023, tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil
Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023

f, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Nomor :
800/005/BKPSDM-2023, tanggal 02 Januari 2023, tentang Penunjukan Pengelola Keglatan APBD di Lingkungan Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan Susunan Organisasi pada Keglatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan
1 Penanggung jawab Program / Pengguna Anggaran, Kepala Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
2 Penanggung Jawab Keglatan/ Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN pada
3 Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK), Kabid Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN pada Badan Kepegawalan
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

4  Bendaharawan Pengeluaran, Staf Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Peslsir Selatan.
5  Sekretariat Pelaksana Teknis Kegiatan, staf Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

K. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Dengan mempedomani Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur
pengelola kegiatan adalah sebagal berikut :
1 Penanggung Jawab Program

Bertugas sebagal berlkut ;

1,1 Membentuk organisasi pengelola kegiatan, melakukan kegiatan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan program /
kegiatan.

1,2  Memberikan arah dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada bagi pelaksanaan program /
kegiatan.

1,3 Memberikan laporan kepada Bupatl atas pelaksanaan program dan keglatan yang terdapat pada DPA-OPD tahun anggaran
berjalan.

1,4  Mempertanggung Jawabkan dan menandatangani serta memeriksa seluruh dokumen transaksi paling lambat 1 X 3 bulan.

L5  Menandatangani surat pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran,

1,6  Menandatangani SPM.

1,7  Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

18  Mengelola barang milik Daerah / kekayaan Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.
1,9  Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah.
1.10 Mengawasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

1,11  Melaksanakan tugas-tugas Pengelola Anggaran / Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Kepala Daerah
melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

2 Penanggung Jawab Keglatan
Bertugas sebagal berikut :

21  Membantu Penanggung Jawab Kegiatan dalam melakukan tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan rentang
kendali / kompetensi dan pertimbangan lainnya.

2,2 Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala Perangkat Daerah.

3 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Bertugas sebagal berikut :
3,1  Menyiapkan Organisasi Pengelola Kegiatan.
32  Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan,
3,3 Mengusulkan kebutuhan biaya bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
34  Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
3,5 Menylapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

36  Dan tugas-tugas lainnya sesuai yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

4 Sekretariat Pelaksana Teknis Kegiatan
Bertugas sebagai berikut :

41 Membantu Pelaksana Kegiatan dalam pelaksanaan tugas penatausahaan/administrasi sesuai dengan petunjuk Pelaksana



5 Bendahara Pengeluaran
Bertugas sebagai berikut :
5,1  Melaksanakan penata
o iy p usahaan pengeluaran terhadap Belanja Langsung (BL), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Tambah
5,2  Mengajukan SPP-U P, SPP-GU,
53  Mencatat SPP yan
bendahara,

i SPP-TU, SPP-LS kepada PA/KPA melalul PPK-OPD berdasarkan SPD
§ diajukan ke dalam register dibuat tiga rangkap, lembar 1 dan 2 untuk PPK-OPD dan lembar ke-3 untuk arsip

Demiki
an Petunjuk Operasional (PO) inl dibuat untuk dipergunakan sesual dengan ketentuan yang berlaku.

Painan,  Januari 2023

Disetujul oleh :
L engguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

DM Kab, Pesisir Selatan Kabld Pengembangan Kompetensi dan Penilalan Kinerja
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